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Putusan hakim harus melindungi korbkejahatan dalammenjamin setiap
pemenuhan haiya sebagai pencari keadilaRutusan hakim harus ditimbang
dengan pertimbangan yang berupa faktkta persidangan seperti unsur
pemidanaan, keterangan sakiin barang bukti, bahkan dalamenimbang
keadaan yang meringankan daemberatkan agar menghasilkan putusan benar
menurut  hukum Namun dalam Putusan Pengadilan  Nam
140/Pid.B/2020/PN.Bnagertimbangan hakim belum memenuhi perlindungan
hukum bagi korban Bahwaepbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami
korban tidak seimbang dipertimbangkan hakikhususnya pertimbangan
keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa selain melakukan
penganiayaan terdakwa jugerliukti melakukan perbuatan rpsakan barang
korban denganalasan tersebut penulis terdorong untuk meneliti lebih dalam
terkait permasalahan inifujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa
yang menjadi das pertimbangan hakim dalam putusan dan bagaimana bentuk
perlindungan hukum penganiayaan dan pengrusakan barang yang harus
dipenuhi asas perlindungan hukum dalam kajian Viktimol&gnelitian ini
menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan caregakeji kasus
putusan hakim dan menganalisa berdasarkan fakta hukum dilapangan serta teori,
konsep, undangndang dan lain sebagainya yang hodungan dengan
penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwarpndungan korban harus
diberikan baik mendéa fisiknya maupun kerugian terhadap harta bendanya
sebagaimana maksud studi Viktimolodgdalam konsepasas manfaatasas
keadilan, asas keseimbangan dan asas kepastian hukum yang mesgaltut s
bentuk perlindungan hasudiberikan secara adil dan seimgarang menjamin
kepastian hukumbDasar pertimbangan hakim sudah @&mphi menurut fakta
hukum, adapunyang dituntut oleh Viktimologi suatu putusan bsrdapat
memenuhi halhak mereka khususnya korbaenganiayaan dan pengrusakan
barang.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Bhun 1987 Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yadglam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan
transliteragaya dengan huruf Latin.

Huruf Huruf Huruf Huruf
Nama ) Nama Nama ) Nama
Arab Latin Arab Latin
tidak di | _ te (dengan
T tidak dilam A -
a | Al g lambang O |oe | titik di
bangkan
-kan bawah)
zet (dengan
[o] ~
a |BUg B Be O |z z{ | titik di
bawah)
koma
C |TO8 T |Te O |6ain 6 |terbalik(di
atas)
N es (dengan
€ |sho s\ __( _ J - Gain g Ge
titik di atas)
€ lJom Je U F0s f Ef
A - ha (dengan {i . -
€ |HU6 h _ (_ J U |Q0f q | Ki
tik di bawah
€ |kh{d «kh |kadanha U kot k |Ka
I |p0I| d De U |LOm El




r - - zet (dengan ¢

I+ 01 0 - (_ d Y [Mom Em
titik di atas)

| RU® r er b |nin En

I Zai z zet A Wau We

0 |s on s es Y |HUOb6 Ha

n Sy sy es dan ye P Hamzal| Apostrof

2 es (dengan+i A -

O | sad g | cslden A |vyoe Ye
tik di bawah)

4 de (dengan {i

O |ped | g |l
tik di bawah)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahdsdonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
@ Fat/gh { A
G Kasrah 0 I

@ Dgmmah T u




2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
6C Fat/ghdany U 6 ai adan i
Fat/gh danw U u au adanu

Contoh:

,@ - kataba

gg
@ -0uki

-fadal a

ra

3. Maddah
Maddahatau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf dan Nama
Nama
huruf Tanda
a acC Fat/ghdana | afatly U u a dan garis di atas

Xi



e‘; C . Kasrahdany U 6 i dangaris di atas

o]l

'6 c. . Dgmmahdanw U u 1 u dan garis di atas

?@': -r amu
@ -gQl a
3 -yaqllu

4. T Uba r $H

Transliterasi untuk Ura r fhhlada dua, yaitd Uréa r ghhihidup dan

t Urfa r gdhimati, berikut penjelasannya:

1. T Umda r gahlhidup

T Ui a r tahlyang hidup atau mendapat harakat/gh, kasrah dan
gfmmah trasnliterasinya adalah o6t 6.
. T Umda r phimati

T Urda r gahlyang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adal ah o0h6o.

. Kalau pada kata yang berakhir dendarthda r shidiikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandahgerta bacaan kedua kata itu terpisah

makat Urfa r zahlitu ditransliterasikan deyan ha (h).

Contoh

R ek - rauamatag O

-raucatul aff Ul

-al-Ma d ¢ n-Bunawavdrah

Xii



-al-Ma d ¢ AMumawvarah

(30 _Talhah

5. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini pdidertai dengan pedoman

tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis <epeati biasa tarpa
trardliterasi, sperti M. Syuhudi Ismal. Sedamgkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sémad ibn SulaimCh.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Mis}; Beirut, bukan Bayri tdan sebagainya.

3. Katakata yang suddh dipakai (sergpan) ddam Kamus Besar Bahasa

Indonesiatidak ditrandliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

Xiii
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukunterhadapkorban kejahatamerupakan isu masalah
yang tidak ada habisnya jika dibaldedam kehidupan masyarakaRealitenya
perlindungan hukunsampai saat inyang terjadi di dalammasyarakat masih
belum memadaiTerkadang dalam suatu tindak pidana yang diselesaikan secara
peradian mewujudkan keadilan tetapi tidak dengan kepastian hukum adapun
sebaliknya, maksudnya negara telah memberikan hukuman terhadap pelaku
kejahatan tetapi akibat perbuatan pelaku terhadap korban baik itu yang
menderita fisik atau kerugian materi belum seperya terpenuhi. Maka dari itu
korban layak diberikan perlindungan hukukiususnya perlindungan hukum
terhadap korban penganiayaan dan pengrusakan barang.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara
sadar oleh setiap orang maupun bexga pemerintah, bahkaswastayang
bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan
kesejahteraan hidup sesuai denganhmk asasi yang ada (UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hakak Asasi Manusid).

Secara teotis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat
diberikan dalam berbagai carargantung pada penderitaan atau kerugian yang
diderita oleh korbaR Sebagai contoh, untukerugian yang sifatnya mental
ataupun psikis tentunya bentuk ganti rugi dalamudumateri ataupun uang

tidaklah mencukupi apabila tidak diiringi dengan upaya pemulihan mental

1 lrwan Safaruddin HarahagiPerlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan
Seksual dalam Perspektif Hukum Progresiburnal Media Hukumyol. 23 No. 1,2016 him.
41
2 Hutpa Ade Pangesti iPerl i ndungan Hukum Terhadap
Penengakan Hukum P Jodraahlsex @imenVoh\lb, Ne. 40, ©ktaber
2019, him. 57.
1



korban Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil
(seperti, hartabendanya lenyap) maka bentuk ganti rygng sifatnya psikis
terkesan sangat melampaui batas.

Pelindungan korban merupakan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu
penyelesaian konflikcpnflict resolution.®> Namun dalam penyelesaian perkara
pidana, seringkalpada saapelaku kejahatan telah dijatuhi sanksilana oleh
pengadilan,kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sase&ali.
Padahal korban merupakarang yang menderita jasmat@n rohani kibat dari
perbuatan orang lain/pelakgang bertentangan dengan kepegeim dan hak
asasi manusia.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum atau
sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah kejahatan yang terjadi agar
masyarakat puasabwa keadilan telah ditegakkan dengan adil dan yang bersalah
telah dipidan&.Jika artikan secara sempit sistem peradilan pidana mempunyai
dua tujuan besar, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Oleh
karena itu, harus mencerminkan adanyalipdungan terhadap hahkak
tersangka/terdakwa.

Penganiayaan atas orang ataupun barang yang dapat merugikan orang
lain merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Menurut pasal 351 KUHP yang
dimaksud penganiayaan adafah:

(1) Penganiayaan dipidana dengardpna penjara selamlamanya dua

tahun delapan bulan atau denda sebanpakyaknya empat ribu lima

ratus rupiabh.

3 Siswanto Sunarsd/jiktimologi Dalam Sistem Peradilan PidariBarnizi dan Suryani
(ed.), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015k 47.

4 Ruslan Renggongduk um Acar a Pi dRedirdungameAivadalanm i
Pr oses Penah an @akartdArenddamedian2€ishima 161.

5 Budiarto, M. dan Wantjik Saleh, KKitab UndangUndang Hukum PidanaBab XX
Penganiayaan Pasal 35(JakartaGhalia Indonesia, 1990hIm. 108.



Aturan lain dalam Undangndang juga menyebutkan tindak pida
Menghancurkan atau MerusakkBarang yang juga diatur dalam Buku kedua
KUHP Pasal 406 yang menjelaskan sebagai befikut:

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang

sesuatu yang seluruhnya ataebagian milik orang lain, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau
pidana denda paling baak empat ribu lima ratus rupiah.

Pengaturartentangtindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406
KUHP merupakan tindak pidana perkaa dalam bentuk pokok yaitu dengan
sengaja dan melawan hukum rghancurkan, merusakkan, mekihitak dapat
dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain. Ancaman pidana terhadap perusakan dalam bentuk pokokiam ada
pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau denda maksimum Rp4/500,00.

Terkadang kalaupun adanya pemberian perlindungan hukum yang
diberikan terhadap korban yang menderita baik fisik maupun mental akibat
kekerasan atau penganiayaan, namusadii sisi korban mengalami kerugian
juga terhadap barangnya akibat perbuatan pelaku terabaikan, begitupan
sebaliknya. Sesuai dengan assas konsep perlindungan hukum korban
kejahatan yang bahwa hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan,
hukum jua harus memulihkan keseimbangan sistem kehidupan masyarakat
yang terganggu. Keseimbangan ini mendapat peran yang paling penting dalam

upaya pemulihan hakak korban kejahatdhMaka korban kejahatan harus

6 Soenarto Soerodibroto, RKuhp Dan Kuhap: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah
Agung dan Hoge Raa@Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), him. 264.

"TKiling, Euaggelion Christian, et . al . AT
Me mb e r aJouknallber CrimenVol. IX, No. 4 Okt-Des202Q him. 85.

8 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris GultomUrgensi Perlindungan Korban
Kejahatan Antara Norma dan Realitadisi 12, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 200&h.
164.



mendapatkan perlindungan hukum yang benar harugpedhatikan baik
perlindungan yang sifatnya immaterial ataupun materil

Seperti halnya kasus pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Nomor 140/Pid.B/2020 yang mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat goeat Tuntutan pidana yang
digjukan oleh Penuntut Umundi pengadilan dengan kasus kejahatan
penganiayaan pasal 351 (1) KUHP dan perusakan barang pasal 406 (1) KUHP.
Setelahmendengar tuntutan penuntut umum dan pengakuan dari pelaku hingga
menghadirkan saksi dan Hukli pengadilan bahwa benar pelaku melakukan
perbuatan melawan hukum dengan sengaja melakukan penganiayaan dan
sengaja melakukan perbuatan yang merusak, menghancunksnbikin tak
dapat dpakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya ataarsebag
milik orang lain

Maka dengan menimbang dari berbagai aspek dalam penyelesaian
perkara di peradilan, khususnya dalam hal memberatkan dan meringankan
terdakwa juga di perhatikan. Karenarfimbangan keadaan memberatkan dan
meringankan memiliki pengarulerhadap proporsionalitas penjatuhan pidana,
penentuan penjatuhgmdana berat dan pidana ringafen juga sebagai dasar
penjatuhanpidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan
pembuat undargndang’

Menurut peneliti, Putusan ini berpeargh pada hak korban memperoleh
perlindungan hukum yang tidak tercapai dan putusan ini terlihat begitu
kontroversial, alansannya adalah apa dasar pertimbangan Majelis Hakim
khususnya pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan hingga
sampai padgutusan akhir. Terdakwa terbukti bersalah melakukan dua tindak
pi dana APengani ayaan dan Perusakan

memberatkan terhadap terdakwa hanya satu point saja dipertimbangkan dalam

® Dwi Hananta,i Per t i mb a n ¢geadaanKMedngamlkam Dan Menmatkan
Dal am Penj atJurhahHukui dad Benadilgryol 7, Na 1, Maret 203, him. 87.



putusan ol eh Majelis Ha Kahmenynbulkdnuasai p e r
sakit bagi saksi kor bano. Di Si si | ai
perusakan barangnya oleh terdakwa. Namun hal tersebut tidak disebut oleh
hakim dalam putusan, antara putusan akhir dan alasan memberatkan tersebut
menjadiproblem dalam penelitian ini.

Dengan alasamnlasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis
terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam tenii&eglindungan
Hukum Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dan PerusakanBarang
Menurut Tinjauan Viktimologi 0 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda
Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan wuraian di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok
permasalahan yang akan penulis kaji sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi dasar putusankina dalam penjatuhan pidana
penganiayaan dan perusakan bardhgfy(sanPengadilan Negeri Banda
Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bria)
2. Bagaimana bentukentuk perlindungan hukum korban tindak pidana
penganiayaan dan perusakan barang yang harus dipenuhi masasut

perlindungan hukum korban dalam kajian viktimologi?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahudasar putusan hakinebih dalam bagaimandasar
pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidanagmegngaan dan
perusakan barangPutusanPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
140/Pid.B/2020/PN Bna
2. Untuk mengetahui bentubentuk perlindungan hukum korban dak
pidana penganiayaan damrpsakan barang yang harus dipenuleinurut

asas perlindungan hukum korban dakajian viktimologi.



D. Kajian Pustaka

Penulisankajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam
penelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang
menjadi bahan komparasi yaitu tentgegulisankajian pustaka bertujuan untuk
menghindari plagiat dalarpenelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan,
maka kajian pustaka yang menjadi bahan komparasi yaitu teR&atigdungan
Hukum KorbanTindak Pidana Pengeéayaan Dan Resakan Barang Menurut
Tinjauan Viktimologi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
140/Pid.B/2020/PN Bna).

Akan tetapi secara tidak menyeluruh pembahasan akan berbeda jika ada
penelitian lain yang telah dilakukan. Adapun penelite@n ang terkait dengan
penelitian ini yakni :

Skrips yang Perimdungah uKbrbami Tindak Pidana Inses
Kajian Viktimologi Menurut Hukumrslano . Ditulis oleh Fan
Universitas Islam NegeriARani ry Banda Aceh, Fakul t
Tahun 2013° Hasil penelitian menunjukkan bahwarban tindak pidana inses
mendapatkan perlindungan hukum bagi pribadi korban dan juga keluarga
korban, bentuk perlindungan yang diberikan meliputi bantuan kompensasi,
rehabilitasi, bantuan medis, bimbingan konseling dan bantuan sosial. Dalam
kajian viktimologi korban secara umum berhak mendapatkan bantuan berupa
bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psésial, namun dalam undang
undang perlindungan saksi dan korban, perlindungan bantuan medis dan
rehabilitasi psikesosial hanya diberikan kepada korh@@langgaran hak asasi
manusia yang berat saja.

Sel anj ut nyiajauas Kroridip Jindak fiPidana Pengrusakan
Barang Yang Dilakukan Secara Bersas@mma (Studi Kasus Puisan Nomor
755/Pid.B/2015/PN.M s ) O . Ditulis oleh Andis Asma

10 Fandri, Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Kajian Viktimologi Menurut
Hukum Islam Banda Aceh: UINAr-Raniry, 2015



Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 20618asil penelitian
menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara pengrusakan barang
secara bersammsama harus memperhatikamanat Pasal 5 ayat (1) Undang
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaaghakKiman yang
menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilanilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakatSerta jaksa dalam mengajukan tuntutan harus cermat dan teliti.

Sel anj ut n Palindengan iHpkam Terfiadap Suami Sebagai
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ditinjau Menurut Hukum Positif dan
Hukum Islamd . Ditulis ol eh UDnavérditasdslam Negeria h as
Ar-Raniry Banda Aceh Fak 20019%Hasil @mliiani 6 a h
menunjukkanbentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif
ada dua, yaitu hukuman pokok berupa penjara atau denda disesuaikan dengan
akibat yang dialamioleh korban. Kemudian hukuman tambahan berupa
pembatasan gerak dan hak pelaku. Adamoenurut hukum Islam, bentuk
hukuman terhadap pelaku KDRT berupa hukumar HU i &pabila
dimungkinkan untuk diterapkan. Apabila tidak ada kemungkinan untuk
menerapkannya, maka bentuk hukumannya adalahbyang jenis dan bentuk
hukumnya sesuai dengéebijakan pemerintah. Bentuk perlindungan hukum
bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum
positif yaitu dalam bentuk upaya peméiam hakhak korban, berupa pelayanan
hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis.

Selanjutnya skp s Analiis Tindak Pidana PerusakanBarang Dalam
PrespektifFigh Jinayah Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK). Ditulis ol eh

11 Andi Asmaraeni, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang
Dilakukan Secara Bersarrsama Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

12 Dahliana,Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam
Rumah TanggdDitinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum IsljyyBanda Aceh: UINAr-
Raniry,2019



mahasiswa(i)Universitaslslam Negeri Sunan Ampel Surabay®018'% Hasil
penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam putusan mengacu pada
peraturan yang ada dalam KUHP. Danalisis hukum pidana Islam terhadap
pertimbangan Hakim dalam putuséindak pidana perusakan barang dengan
pertimbangan yang ada makakbman pelaku tindak pidana pada perusakan
barang menurut hukum pidana | sl am adal

Sel anj ut nPerindundam Hukum iTerhaddap Korban Kejahatan
Telematika Menurut Tinjauan Viktimolo@Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1
UU No.11 Tahun 2008 ITEO . Ditulis oleh Riska An
Universitas Islam NegeriARani ry Banda Aceh Fakult a:
2018 Hasil penelitian menunjukaperanan korban kejahatan telematika yaitu
sebagai pemicu terjadinya kejahatan akitalaiannya. dalam hukum positif,
perlindungan hukum bagi korban yang mengalami penipuan transaksi jual beli
online sama halnya dengan perlindungan hukum bagi korban kejahatan
kovensional, yaitu mendapatkan perlindungan berupa ganti rugi, restitusi, dan
kompensasi. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap korban kejahatan
telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah perlindungan hak milik berupa
pemberian kompensasi oleh pemerintah.

Sel anj ut n palindengan iHpkem Teriladap Korban Tindak
Pidana Pacabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam
(Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A di Kabupateh A
Selatand Ditulis oleh Dwi Aprilia, mahasiswa(ilniversitas Islam Negeri Ar
Raniry Banda Aceh F a k u 12028 sPendlitigra mii 6 a h
membahas mengenai upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam

perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang masih di bawah umur,

13 vati Vitria, Analisis Tindak Pidana PerusakanBarang Dalam Prespektif Figh
Jinayah Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor
409/PI1D.B/2015/PN.GSK)SurabayaUIN SunanAmpel 2018.

14 Riska AmanatillahPerlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika
Menurut Tinjauan ViktimologiAnalisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 ITE
Banda Aceh: UIN AtRaniry, 2018



danhambatan yang dialami P2TP2A Aceh Selatan dalam perlindungan hukum
terhadap anak di bawah umur yang fadnl7 korban tindakidana pencabulan
dan tinjaun hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum PTP2A

Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana penc&bulan.

E. Penjelasan Istilah
Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagaian yang

substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam

bentuk judul di atas. Berikut ini adalah istitedtilah yang perlu penulis jelaskan

secara literal, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Menurut UU Perlindungan Saksi diorban istilah perlindungan adalah
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan
rasa aman kepada korb¥nPerlindungan berarti pengawasan dari
ancaman yang dapat membahayakan korban yang diberikan kepadanya.
Perlindungan bertujuan wrk menjamin hathak korban. Sedangkan
perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semtizakakang
diberikan oleh hukm atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah
berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum
kepada korban tujuannya memberikan rasa aman, baik secara pikiran
maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak

manapurt”

15 Dwi Aprilia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan
Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi
Korban oleh P2TP2A di Kabupaten Aceh SelatBanda Aceh: UIN AWRaniry, 2020.

0ni Ro sPerlindumggniukuin TerhadagKorbanKe j a h alurrali égalitas
Vol. 2, No. 2, Desember 2017. him. 26.

17 satjipto Rahardjomu Hukum (Bandung Citra Aditya Bakti 2000, him.54.
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2. Korban
Pengertian korbarsecarasempit adalah hanya terbatas pada korban
kejahatan saja yaitaseseorang yang menderita kerugian sebagai akibat
suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah
terganggu sebagai akibat pengalamannya mdenjarget (sasaran)
kejahatart® Menurut UndangJndang Nomor 27 Tahun 2004 tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi korban adaledng perseorangan
atau kelompolorang yang mengalami penderitdaik, mental maupun
emosional, dan mengalami kerugian ekoami, atau mengalami
pengabaian, pengurangan, atau perampasarhdialdasarnya akibat
pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli
warisnya'®

3. Tindak pidana
I stil ah ti ndak pi dana gmafbaar pfeddbk a n
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan man
disertai ancaman (sanksijerupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang
melanggar larangan terselfdtKitab UndangUndang Hukum Pidana
tidak terdapat penjelasan mengenai apa saja agbenyang dimaksud
denganstrafbaar feititu sendiri. Tindak pidana biasanya di samakan
dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.

4. Penganiayaan dan perusakan barang
a) Penganiayaan

Penganiayaan adalah perbuatan berupa menyakiti, ksanyitau
bengis terhadap manusia atau binatang. Penganiayaan atau

fimishandeling t er hadap manusia adal ah

18 Ni Putu Rai Yuliartini, iKedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan
Pidana Di Indonesia Berdasarkan KitalmddngUndang Hukum Acard&idana (KUHAP)Q,
Jurnal Komunikasi HukupVol. 1, No. 1, Februari 201%Im. 86.

19 UndangUndang Nomor 27, op. cit, him. 2

20 Moeljiatno, Asas- Asas Hukum Pidana Indones{dakartaBina Aksara 1987, him.

37.
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KUHP. Dengan mengurangi sengaja atau merusak kesehatan orang
disamakan dengan penganiayaan. Penganiayaan terhadap binatang
adaldn kejahatan ex pasal 302 KUHP.
b) Perusakan barang
Dalam KBBI perusakan adalah suatu proses, cara atau perbuatan
merusak’? Pausakan merupakan perbuatan berasal dari kata rusak
artinya sudah tidak sempurna lagi, tidak utuh, tidak berafdran.
Adapun merusak barangiHat Pasal 406 KUHPidana; Barangsiapa
dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,
membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang
seluruhnyaatau sebagian milik orang lain.
5. Viktimologi
Viktimologi, berasaldari bahasa latiterdiri dari dua suku kateictima
danlogos. Victimaartinya korban damogos berarti ilmu Secara istilah
viktimologi adalah suatu ilmu yang mempelajari sagaspek tentang
korban, sebabsebab timbulnya korban dan mengkaji peranan korba
dalam peristiwa kejahatah.Viktimologi merupakan suatu studi atau
pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi

dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminSlogi.

F. Metode Penelitian
Dalam melakukan setiapenulisan karya ilmiah selalu memerlukan
data data yang lengkap serta objektif dan menggunakan metode penelitian

tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna buat

21 SudarsonoKamus Hukum(Rineka Cipta, Jakarta, 1992), him. 34.

22 https://kbbi.web.id/rusak

23 Sudarsonp.. him. 412.

24 Maya Indah, S.,Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan
Kriminologi, (Jakarta: Kencana, 2014), him. 14.

25 Ainal Hadi dan MukhlisKriminologi & Viktimologi (Banda Aceh, Bina Nanggroe,
2012), him. 156



12

menyelesaikan penulisan karya ilmig&udapun langkahlangkah yandharus di
tempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini Pendekatan penelitian yang akan digunakan
oleh penulis adalah Pendekatan kasGasé Approach Pendekatan
studi kasus merupakan penelitiadimana peneliti menggali suatu
fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan, serta
mengumpulkan berbagai macam informasi secara terinci dan secara
mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data
kemudian diolah untuk mendapatkswiusi agar masalah terselesaikan.
Rincian yang peneliti gunakan dalam melakukan studi kasus ini ada tiga
tahapan sebagai berikut.

Pertama, pendekatan yang dilakukan adalah menentukan,
menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah
terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi dari putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, setelah informasi
didapatkan kemudian diolah dengan berbagai literatur bacaan berupa
materi, dokumen, artikel, pendapat ahli, teori dan pejelasan yang
berkaitan dengan kasus. Ketiga, merumuskan fokus dan masalah pada
kasus dari pengumpulan data hingga analisis data sehingga berhasil
menjawab masalah hukum yang terjadi.

2. Jenis penelitian

Jenis Penelitiaryang digunakan oleh penullsbih bersifat ke
deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode untuk
menganalisa dengan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan

gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di

26 Sri Wahyuningsih,Metode Penelitian Studi Kasu€et. |1, (Madura:UTM Press,
2013), him. 3.
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lapanganmaupun teori yang berupa datata dan bukidbuku yang
berkaitan dengan tdppembahasan
3. Sumber data
a. Data sekunder
1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu bah#ahan hukum yang mengikat
danterdiri dari:
a) Kitab Undangundang Hukum Pidana
b) Kitab Undam-undang Hukum Acara Pidana
c) Putusan Pengadilasomor 140/Pid.B/2020/PN Banda Aceh
2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder, yang seperti rancangan undsieng,
hasithasil penelitian pakar hukum, doktrin, bukuku hukum,
majalahmajalah, karya tulis mhiah artikel, jurnalataupun buku
bukulain yang berkaitan dengan ini.
3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi
konsepkonsep dengan keterangketerangan yang mendukung
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus,
ensiklopedia, internetan sebagainya.
b. Data primer
Data primeradalah data yangdiperoleh darisumber utama yang
berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari
sumber data yang bersangkutan, yakni dari Pengadilan Nezyeda
Aceh.
4. Teknik pengumpulan data
a. Penelitian kepustakaahbfary research
Penelitian kpustakan adalahmembaca damencarisumberdata

dari pustakadenganmenelaah seperbuku, majalahmajalah dan
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bahan dokumentar lainnglengammembahas t&ait teori yang akan
di bahas.
b. Penelitian &panganf(eld research
Penelitian lapangan diperlukan untukendapatkan data tentang
bagaimana putusan hakim vyang seharusnya memberikan
perlindungan hukum bagi korban dengan mempertimbangkan segala
unsur pidana pelaku tindak pidana penganiayaan dan perusakan
barang dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
140/Pid.B/2020.
5. Objektivitas dan validitas data
Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah
disepakati banyak orang. Mengkaji objektivitasr{fformability artinya
mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.
Maka suatu penelitian dapat dikatakan memenuhi standar objektivitas.
Data yang valid adalah data yang dijelaskan oleh penulis tidak
berbeda dengan data pada objek penelitian. Namun, menurut penelitian
kualitatif kebenaran realitas data tidak bersifat galgTetapi bersifat
jamak dan tergantung pada kontruksi manusia yang dibentuk dalam diri
seseorang sebagai hasil masigsing pribadi dengan latar belakang
berbeda. Oleh karna itu, apabila ada objek penelitian yang sama maka
hasil tersebut dapat dikatakaalid jika dari semua peneliti tidak ada
perbedaan pendapt.
6. Teknik analisis data
Setelah dtaterkumpul teknikanalisis data yang digunakareh
penulis adalah analisis data kualitatdlengan menggunakan metode

analisis isi, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilih

27 Abdurrahman Fathonlletodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi,
(Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), him. 112.



15

berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk
menjawab permasalahatau rumusan masalah yang sedang diteliti.

7. Pedoman penulisan

Setelah dat diolah dan dianalisis secara seksama kemudian data

tersebut disajikan menjadi sebuah skripsi guna memenuhi syarat meraih
gelar Sagna Hukum (S.H) diProdi Hukum Pidana $lam Fakultas
Syariah dan HukumAdapun pedoman untuk penulisan karya ilmiah ini
pere | i t i me r uj u RedokanipeautisanSkbruikpus i o F a k
Syaniah dan Hukum UIN AiRaniry2018 (revisi 2019)

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan stugbenelitianini, dengan sigimatika sebagai berikut

Bab satu merupakan pendahuluan danibamerupakan langkah awal
dari penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab duamenguraikan tinjauan pustaka dari pesa skripsi, berupa
pokokpokok masalah yay akan dibahas dalam penulis®efinisi Tindak
Pidana Penganiayaan danrifakan BarangPerlindungan Hukum Korban
Dalam Viktimologi Perlindungan Hukum Korban Dalam Hukum Pidana Islam
danPertimbangan Hakirbalam Menjatuhkan Putusan

Bab tigamerupakan pembahasan tetang hasil penelitian gauglisis
dari pembahasan bab dua, analisis putusan hakim tindak pidana penganiayaan
dan perusakan barang, perlindungan hukum kotipalak pidangpenganiayaan
dan perusakn barangdan dasar pertimbangan hakim serta metode penafsiran
hakim dalam menjatuhkanputusan pidanalitinjau menurut viktimologi dan
hukum pidana islam.

Bab empat merupakan penutup yamegrisikan kesimpulan dan saran

sebagatahap akhidari pembahasaini.



BAB DUA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PERUSAKAN
BARANG DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Penganiayaan dan Perusakan Barang

Sebelum masuk ke dalam pembahasan tindak pidana penganiayaan dan
tindak pidana perusakan barang, penulis ingin menjelaskan definisi tindak
pidana secara umum terlebih dahulu. Dalam ranah ilmu hukum istilah tindak
pidana mempunyai pengertian yang abstfaRembahasan tentang istilah,
pengertian dan unsumsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah
juga yang dgunakan dalam pebahasn tentang hukum pidana, berbagai
definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana sertauwnssurtindak
pidana baiktu menurut teori maupun menurut peraturan perundarti@ngan.

1. Defenisitindak pidana

Defenisi tindak pidanadalam KUHP (Kitab Undangndang Hukum
Pidana) dikenal dengan istilaBtrafbaarfeit dan dalamkajian kepustakaan
tentang hukum pidana $eg dipakai istilah delik, sedangkan pemibtuk
undangundangdalammerumuskan suatu undangdang meggunakan istilah
peristiwva pidanalstilah Strafbaarfeitberasal dari WvS Belanda yang istilah
tersebut merupakan istilah hukum pidaha.

Tindak pidana jga disebut dlik dalam literatur hukum. Deliberasal
dari bahasa latimlelictumjuga digunakan untuk menggambarkan tentang apa
yang dimaksud dengastafbaarfeit Istilah ini ditemukan dalam literatur yang
dikarang oleh E.Utrechyang menggunakan istilah gpitiwa pidana. Andi
Hamzahugamenggunakan istilah delik.

Ada beberapa definisi mengenatrafbaarfeit maupun delik yang

dikemukan para ahfiebagai berikut

28 Fitri Wahyuni, DasarDasar Hukum Pidana Di IndonesigTanggerang Selatan:
Nusantara Persada Utama, 2017), him. 35.
29 1bid., him. 38.
16
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H.J. van Schravendijk menyatakan balstrafbaarfeitadalah perbuatan
orang yang bertentangan dengan keyakinan hukum sehingga perbuatan itu
diancam dengan hukuman, jika dilakukan oleh orang yang karena itu dapat
dipersalahkad’

Sedangkan menurut Moellant t i ndak pi dana i al ah
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman
(sanksi/hukuman) berupa pidana terteribagi orang yangmelanggamyeo .
Secara ringkas dapdidefinisikan, yaitu suatu perbuatan yang oleh sutaitaa
hukum dilarang dan diancam pidafigddapunRoeslan SaledanOemar Seno
Adji memilih menggun&anistilah perbuatan pidardan delik?

Penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan
yang perbuatan tersebut tiddknginkan atau menyalahi hukum. Akibat suatu
perbuatan itu seseorang dinilai salah oleh hukum dan diberikan ancaman pidana
tertentu terhadap perbuatan tertentu.

Dalam Hukum Pidana Islam kejahataikenal dari beberapaistilah
seperti; Jarimah, Jinayah, Janhah, atau Mukhalafah®® Yang artinya dsa,
kesalahan, atau kejahatdrDari empatistilah tersebut memilikmaksud yang
sama yaitu diartikan sebagaitindakan melawan hukufi. Namun yang
membedakamya ialah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbugamuatan
itu.

Secara bahagmayahjuga memiliki artitindak pidanataudelik. Secara
istilah jinayah mempunyai beberapa deifsi, seperti pendafisian yang

dijelaskan oleh Abd aDadir Audah,jinayah adalah suatu perbuatan yang

30 Abubakar AFY a s Hukym Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), tdfn.

31 Sudaryono darNatangsa SurbaktiHukum Pidana Dasabasar Hukum Pidana
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHRSurakarta:Muhammadiyah University Pres2017),
him. 92.

32 |bid.

33 Fitri Wahyuni,Hukum Pidana Islam(Tanggerang: Nusantara Persada Utama, 2018),
him. 25.

34 Sahid HM.,Epistimologi Hukum Pidana IslanSurabaya: Idea, 2015), him. 2.

35 Fitri Wahyuni,Hukum Pidana Islam, him. 25.
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dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, dan lain
sebagainyd® Sedangkan menurut Sayyid Sabig dalam adat/kebiasaan Islam
jinayah adalah segala perbuatan yang dilarang oleh hukum syariat bagi siapa
sga yang melakukannyd.Maksudnya perbuatan yang dilarang adalah segala
tindakan manusia yang diharamkan oleh syariat harus dijauhi, karena tindakan
ini dapat menimbulkan bahaya/mudzarat bagi manusia baik terhadap agama,
jiwa, akal, harga diri dan juga tia benda.

Menurut Syariodoat I slam tindak pi da
dilarang oleh Allah diancam dengan hukunfzad ataut a Oatau tindakan
melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan yang syariat telah
mengharamkan dan saksi atasffyderkadang segaldaranganitu seperti
mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang
diperintahkanoleh syariat. Larangatarangan tersebut di sifati oleh syariat
sebagai petunjuk bahwa syaribéatlah vy
dalam tindakpidana.

Penjelasan tindak pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
yang telah diuraikan di atas tidak jauh berbeda. Tindak pidana dalam KUHP
menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang dilarang apabila seseorang
melakukannya maka akankdnai hukuman, dalam Islam juga demikian setiap
perbuatan yang dil arang ol eh syar abo
diberikakan hukuman atasnya. Terkait uasosur pemidanaan dalam Pidana
Islam maupun KUHP apabila dilihat secara luas tidak jauh berbegarti
adanya unsur kesengajaan (niat) dapat dipidana, adanya unsur melawan hukum.

Dalam Islam ada perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan ataupun

meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat. Artinya mengerjakan

36 Abdul Qadir AudahAtT a sy fJd & UK Girhi Mugarranan bil
ed.In, Ensiklopedi Hukunkidana Islam, penerjemah Tim Tsalisah, jilid I, (Bogor: Kharisma
llmu, 2007), him. 88.

37 Marsaid dan Jauhari (edAl-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami
Tindak Pidana Dalam Hukum Islamet. 1(Palembang: Amanah, 2020), him. 54.

38 Fitri Wahyuni Hukum Pidana Islam, him. 26.
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suatu perbuatan yang dilarasgdah jelas dikenai hukuman baik dalam konsep
Pidana Islam maupun KUHP. Namun berbeda dalam meninggalkan perbuatan
yang diperintahkan dalam Islam tetap dikenai hukuman bagi siapa saja yang
meninggalkannya, dalam penjelasan KUHP tidak menjelaskan bahwa
mennggalkan perbuatan yang diperintahkan dapat dipidana hanya saja
perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diancam pidana.

2. Tindak pidana penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan yang diatur
dalam buku kedua KitakindangUndang Hukum Pidana (KUHP) pa@AB
XX Buku Il, Pasal 351 s/d Pasal 3%&ng dimaksud penganiayaan secara
umum, penganiayaan berencana, penganiyaan berat dan penganiayaan ringan.
Adapun pengertian penganiayaan yang dijelaskan dalam pasal 351 yang
bunyinya sebagai berikut:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empalimiduatus

rupiah,

(2) Jika perbuatan mengakibatkan kikka berat, yang bersalah

diancam dengan pidanamara paling lamama tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling

lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut Wirjono Propbdikoro penganiayaan adalah suatu perbuatan
yang didasari dengan tujuan (unsur kesengajaan) untuk mengakibatkan rasa
sakit3® Perbuatan ini dapat berupa pemukulan dan pencederaan terhadap fisik
yang mengakibatkan luka pada bagian/anggota tubuh korbakarb&orban

sampai mengalami cacat fisikk seumur hidup termasuk kematian. Selain

39 Wwirjono Prodjodikoro, TindakTindak Pidana Tertentu Di Indonesizedisi 2
(Bandung: Eresco, 1986)Im. 67.
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bedampakbagi fisiknya perbuatan injuga dapat berdampak psikiagi korban

seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang korban mengalami
gangguan jiwa danmentalnyd® Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan
bahwa penganiayaan ialah perbuatan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka
pada orang lain.

Kesenganjaan perbuatan itu harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Jika
mel i hat dar i sudut p a nidaaynaga nmpe |taekrul i rha
Menurut HR. 10 Juni 1924 Barang siapa dengan sengaja memegang seseorang
dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan merupakan
penganiayaan tujuannya adalah menimbulkan rasa*$akit.

Unsurunsur yang terdapalidalam pengertian penganiayaarenurut
pasal 35Yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;

2. Adanya perbuatan;

3. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:

a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
b. Lukanya tubuh;

4. Akibat mana menjadi tujuan satusatunya

Kesengajaardalam penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan
luka pada badan atau terhadap kesehatan tubuh. Dengan demikian dalam surat
tuduhan cukup menyatakan adanya fndpeng
bukan suatu sarana untuk suatu maksud/tujuan makarpayaan itu tidak ada.

Dalam figh jinayah tindak pidana penganiyaan disebut juga dengan

jarimah pelukaarf? Para fugaha mejelaskan bahwa penganiayaan adalah suatu

Gl enda Magdal ena L., iKejahatan Ter hada
Menurut Pasal 351 Ayatd K U H&nal,Lex CrimenVol. VII, No. 4, Juni 2018, him. 55.

41 Soenarto Soerodibrotdsuhp Dan Kuhap Cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 1991), him.
211-212.

2Lut hfih Fi lankgd &dikumSPelaku Jarinfals Penganiayaan Berencana
(Analisis Hukum Pidana Islam dan Huk Pidana Positif) Jurnal AFQanun Vol. 1, No. 4,
Des 2020 him. 372.
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perbuatan yang menyakitkan mengenai tubuh seseorang, namun tidak
mengakibatkan kematian. Menurut Abd Qadir Audah perbuatan ini
dikategorikan bentuk tindakan melawan hukum yang kejahatannya berupa
melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong
rambut dan mencabutnya, dan lain sebagdifiya.

Tindak pidana atas selaiiwp (penganiayaan) apabila dilihat dari seqgi
niat pelakunya dapat dibedakan menjadi dua, penganiayaan dengan sengaja dan
tidak sengaj&* Menurut Abd Qadir Audah perbuatan penganiayaan dengan
sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud melakean *hu
Dapat dikatakan perbuatan sengaja melakukan tindak pidana yang menyebabkan
orang terluka. Seperti melempar seseorang dengan tujuan melukai. Sedangkan
penganiyaan tidak sengaja adalah sengaja melakukan perbuatan tersebut namun
tidak bermaksud melawamukum?® Misalnya seseorang membuang batu
melalui jendela kemudian tanpa memerhatikan mengenai orang yang sedang
melintas dan melukainya.

Penganiayaan apabila dilihat dari objek atau sasarannya para fugaha
membagi menjadi lima bagian, baik penganiayaang&@ maupun tidak
sengaja. Pembagian tersebut berdasarkan pada akibat perbuatan pelaku yang
dikenai hukuman akibat perbuatannya walaupun ia tidak bermaksud pada akibat
tersebut, baik disengaja atau tidak senfajRembagian tersebut sebagai
berikut:

1. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya, maksudnya memotong

anggota badan dan sesuatu yang mempunyai manfaat serupa. Seperti

43 Abdul Qadir AudahAtT a sy fJ3 & UK Grhi Mugarranan bil
ed.In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, penerjemah Tim Tsalisah, , (Bkbarisma Ilimu,
2007), hin. 19,

“Al fan Maul i dndak PidasawanganiayaBalanT Hukum Pidana Islain
Jurnal Al-Qanun Vol. 20, No. 1, Juni 201him. 194. )

45 Abdul Qadir AudahAt-T a s y +J§ & UB & ..lanm. 19.

46 1bid.

47 bid., him. 20.
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memotong tangan, kaki, jagari, kuku, hidung penis, dua buah pelir,
telinga, bibir, mecungkil mata, mencabut gigi, mencabubram

2. Menghilangkan manfaat anggota badan tetatpi anggota badan tetap ada,
maksudnya hilang manfaatnya saja anggota badannya masih ada, jika
anggota badannya hilang masuk ke bagian pertama. Contohnya seperti
menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciudamsebagainya.

3. Melukai kepala dan mukasyajjah, maksudnya melukai kepala dan
wajah saja secara khusus. Imam Abu Hanifah berpendapat perbuatan
yang termasuk dalam bagian ini berlaku pada kepala dan muka bagian
tulang, seperti dahi, dua tulang pipi, dua pelipis, dagu, rahang.

4. Melukai selain kepala damuka @l-jirah), maksudnya adalah luka pada
badan saja, bukan pada kepala dan muka seperti luka yang dijelaskan
pada kategori ketiga. Luka ini dibagi dua:

a) Al-j a 6,ilukaaydng sampai dalam rongga dada dan perut.
b) Ghai r u, lgka ang taldk sampai keongga tersebut hanya
bagian luarnya saja.

5. Melukai yang tidak termasuk empat kategori di atas, yaitu semua bentuk
kejahatan atau bahaya yang tidak mengakibatkan hilangnya anggota
badan atau manfaatnya dan tidak mengakibatkan luka pada kepala dan
muka, ju@ badan. Seperti penganiyaan yang meninggalkan bekas atau
tidak meninggalkan bekas juga tidak dianggap danasysyajjah*®
Dengan melihat penganiayaan dari segi niatnya dan segi objeknya,

unsurunsur penganiayaan melawan hukum, sengaja atau tidakygkamenis
jenis perbuatannya. Perbuatan tersebut dihukum degigasapabila dilakukan
dengan sengaja, sedangkan dihuldigat yangapabila dilakukan menyerupai

sengaja ini adalah pendapat Imam Hanbali. Sedangkan pendapat yang lain setiap

“81bid., him.20-22.
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pelukaan yang sengaja diwajibkan hukgisas*® Seperti dalam firman Allah

Subhanahu Wa Tadbdala yang berbunyi
s C R Heakis v i
W@W&Q@%@%W&%

fiKami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya \&baura& bahwa nyawa

(dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luk&ka (pun) ada gisasya (balasan

yang sama). Barangsiapa melagan (hak gisas)nya, maka itu (menjadi)
penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa
yang diturunkan Allah, maka mereka itulah oramgng zalind. (QS. Al
Madéidah [5]: 45).

Adapun dalam hal a &dgadikan sebagai hukum pengganti dalam Islam
ketika gisasgugur atau terhambat berbagai sebab, baik itu sudah ddjgati
(denda/ganti kerugian) ataupun diyatnya sudah diampuni oleh keluarganya.
Dengan demikian ketentuana édani ntacamnya diserahkaegada pemerintah
yang akan memilih jenis hukuman dan kadarnya atau diserahkan pada hakim
untuk memilih hukuman di antara bebe
ditentukarr?

3. Tindak pidana perusakan barang

Penghancuran atau perusakan bammegupakanaah satu tindak pidana
yang diatur dalam KUHP sebagaimana yang tercantwalam Buku Kedua
(Kejahatan) Bab XXVlitentang Kejahatatenghancurkan atau Merusakkan
Barang terdiri dari Pasal 406s/d 412. Adapun penjelasannya mengenai
pengertian perbuatan meaksbarang dijelaskan dalam pasal 406 yang mana

bunyinya :

491bid., him. 22.
*0bid., him. 66.
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(1) Baram siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
merusakkan, memiat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Di ancampidana yang saa terhadap orang yang dengan sengaja dan

melawan hukum membunuh, merusakkan, maaitak dapat digunakan

atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang

lain.

Pengertian barang menurut KBBI adalaknda umumyaitu segala
sesuatu yangémwujud atau berjasadegerti perkakas rumah, perhiasan, dan
sebagainya! Jadi dapat dikatakan barang sama artinya dengan harta/benda.

Menurut Sianturi barang adalahsegala benda yang bergerak dan
mempunyai nilai ekonom? Adapun menurut R. Soesilo barang merupakan
segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, kalung, termasuk juga binatang
(hewan),dan lain sebagainy®edangkaryang tidak berwujud, seperti listrik dan
gas yang dialirkapadakawatdanpipa>®

Penulis I&ih setuju terkait defenisi barang yang dikatakan R. Soesilo
karena, barang itu memiliki ruang lingkup yang luas dalam penegakkan hukum
pidana, yang pada dasarnya barang itu tidak hanya berupa barang berwujud dan
tidak berwujud, tetapi barang juga dapatao@ bergerak dan tidak bergerak.
Dengan demikian, penulis lebflokus membicarakan pada Pasal pertama 406
ayat 1 menjelaskan bahwa perbuatan merusak barang, yaitu siapa saja yang

sengaja melanggar hukum dengan menghancurkan, merusakkan, membuat

51 Pengertian barang menurut KBBI Digitattps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang
diakses tanggal 2 September 2021.

52 Rigen Mas Respati ArtikeDientje Rumimpunudan Butje Tampj A Perotarr i an
Orang Y ang Punya HubunganKeluargaTertentuSebagaiDelik AduanRelatif MenurutPasal
367 Ayat(2) Ku h péx PrivatumJournal,Vol. VIII, No. 4, Okt-Des202Q him. 242.

53 |bid.
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sehinggaitlak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya
atau sebagian milik orang lain akan dipidana.

Unsurunsur yang terdapat dalam pengertian merusak barang dalam
pasal 406 yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa (orang/pelaku)

2. Adanya kesengaga

3. Melawan hukum

4. Perbuatan Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai

atau menghilangkan, suatu barang

5. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Beberapa unsur diatas merupakan delik sengaja dan melawan hukum.
Katakan ada kesengajaan mekubarang orang lain. Contohnya, memecahkan
kaca jendela orang lain untuk menyelamatkan babamgngnya dari amukan
api, tentu merupakan keadaan darurat yang menghilangkan sifat melawan
hukum perusakan ittf. Akan tetapi, kesengajaan yang dimaksud untuk
menghancurkan dan merusak barang orang lain atau membuat tak dapat dipakai
bukan berarti ada kesengajaan dengan maksud merugikan orang lain.

Dalam Hukum Pidana Islam perbuatan merusak barang tidak disamakan
dengan perbuatan merusak tubuh seseorang (penganjayAdapun terkait
pemberian hukumannya tidak layak dikategorikan pada jarigiaas/diyat
alasannya objek yang dirusak bukan tubuh melainkan barang atau maal. Oleh
karena itu tindak pidana ini dalam pidana Islam dikategorikan jarimard®z i r

Allah Su b h a n a h u mesmang tidakihenjelaskarsecara eksplisit
terhadap barang/harta dan apa pidana bagi merekanyangak barang orang
lain. NamunAllah Su b h a n a h u mengecarn terbiaddp arangang yang
berbuat kerusakan di muka bumi ini dadak disukai oleh-Nya adapun

54 Andi Hamzah,Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUH&disi 2,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him. 2089

Syahruman Tajall a da gungdwahanPdand&Rernsakard i |,
BarangYang Dilakukan Bersam&a ma Jurnal Law Unsyiah\Vol. 2, No. 1, Apr 2018, him.
46.
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ganjarannya adalah api nerakaabhdtidak menutup kemungkinan para fugaha
untuk beijtihad untuk memberikan solusi permasalahan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, berpendapat dalam
kasus fipengyangsddindangi sepeatirbidak dan binatang, korban
tidak boleh membalas pengrusakan serupa yang dilakukan pelaku atasnya. Lebih
lagi dalam kasus harta yang dilindungi seperti baju yang dirobek atau wadah
yang dipecahkan oleh pelaku, juga tidak dibolehkeembalasnya dengan hal
yang serupa. Tetapi korban berhak menutut harga/nilai atau barang pengganti
yang s%®rupao.

Pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa tidak adanya gisas bagi pelaku
tindak pidana pengrusakan barang. Karena, kecil kemungkinan korban
membalas barangnya yang dirusak oleh pelaku tidak sama (nilai/harganya). Para
fugaha berpendapat bahwa apabila suatu yang dirusak oleh pelaku adalah
sesuatu yang tidak dapat diukur dan ditimb2ingla d z hab Hanaf i d
berpendapat bahwa pelaku tetagiib mengganti sesuatu yang rusak itu dengan
harga, kecuali jika benda itu tak ditemuk&rHal ini bersandar pada firman
All ah Subhanahu Wa Tadal a,

O R 2R RS AT RS R A GE
ABar ang si apa menyerang k amu, ma k a
serangannya t(@S. ABadagh [2k1®4nhu . O

Dengan demikian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap
seseorang yang melakukan perbuatan merusak atas barang/harta arang lai
diwajibkan untuk mengganti rugi (diyat) atas nilai/harga yang sama dengan

barang yang dirusaknya.

5 Sayyid Sabig,Figih Sunnah alih bahasa Muklisin AdPzaki dkk., Insan Kamil
(ed.), (Surakarta: Insan Kamil, 2016), him. 455.

57 1bid.

%8 |bid.
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B. Perlindungan Hukum Korban Dalam Viktimologi
1. Defenisi perlindungan hukum dan korban

Ada beberapa defenisi tentang Perlindungan Hukum yang penulis
temukan dam literatur kepustakaan diantaranya, sebagai berikut:

a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan
perlindunganterhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan
juga perlindungandiberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
segalahakhak yang diberikanleh hukunt?®

b. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastroprammdindungan
hukum ialahseperangkaaturanyangbersifat memaksayang menentukan
perilaku manusia dalam kehidupan bmasyarakat yang diat oleh
lembagaresminegarayang berwaijitf°

c. MenurutUndangUndangNo. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Perlindungan hukum yaitu, segalpaya yang didlerikansecara sadar oleh
setiap orang maupun lembaga pemerintah, bakkasta yang bertujuan
mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan halak asasi yandiatur®?

Jadi perlindungan hukum adalah berbagai bentuk usaha atau upaya
hukum dari setiap orang baik itu dari pemerintah ataupun lembaga lain yang
diberikan kepada masyarakat agar bisa hidup dengan aman dan damai, seperti
adanya keseimbangan terhadap pemenuhaih@lalasasi, dan juga pemenuhan
kesejahteraan dalam hidup tercapai sesuai dengahdkaksasi manusia yang
telah diatur. Dalam sistem peradilan pidana perlindungan hukum tidak hanya

diberikan kepada pelaku kejahatan saja tetapi terhadap korban kejalygan ju

59 Satjipto Rahardjd/mu Hukum (Bandung Citra Aditya Bakti,2000, hm. 54.

80 Nur Rima Cessio Magistri dan Nyoman Serikat Putra Jaiygauan Yuridis
TerhadapPerlindunganHukum Korban Tindak Pidana PenusukanDalam PeradilanPi d a n a 0 ,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonedial. 2, No. 1, 202Q him. 89.

61 [rwan Safaruddin HarahapPefilindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan
Seksual dalam Perspektif Hukum Progresifurnal Media HukumVol. 23 No.1, 2016 him.

41.
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harus sama. Karena sesuai dengan pencerminan keseimbangan dalam konsep

perlindungan hukum yang memberikan ek asasi secara sama rata.

Adapun definisi tentang Korban yang penulis temukan dalam kajian
pustaka dari Undangndang dan beberapa pendapenurut Para Ahli yakni,
sebagai berikut:

a. UndangUndang Nomor 31 Tahun 201g¢erubahandari UndangUndang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Koybaug
dimaksud dengamperlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberianbantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau
korban yag harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketefftuan.

b. Korban menurut Arief Gosita adalah orang yang menderita jasmani dan
rohani yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain untuk memenuhi
kepentingan dirinya sendiri atau, orang lain yang bertentangan dengan
kepentingan dan hak asasi yang mendétita.

c. Sedangkan menurut Whdi Korban adalah orargrang yang baik secara
individu ataupunberkelompoktelah megalami kerugian,sepertikerugian
fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap
hakhaknya yang fundamental, melaluitindakan atau komisi yang
melanggar hukum pidananegaramya termasuk penyalahgunaa
kekuasaaf?

d. Secara luas pengertian Korban yang diuraikan oleh Soeharto ialah korban
bukan hanya orang yang dilihat sekedar korban menderita langsung, tetapi

korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat

2RenaYul a dan Al iyt h PrHulkua TeshadapgKaibBrdejdhatamd u n g a
PraktikK e d o k t e r dumnallYldisig ¥ol. 13fiNo. 1 April 2020, him. 58.

63 Ainal Hadi dan Mukhlis,. him. 192.

64 bid., him. 193.
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dikatakan sebagai korban. Sepasdorang istri kehilangan suami, seorang
anak yang kehilangan bapak, dan lainfiya.

Penulis menyimpulkan dari pengertian di atas bahwa korban adalah
seseorang yang menderita fisik/tubuh dan jiwa/mental bahkan kerugian terhadap
harta bendanya, baik itu Rman yang menderita langsung maupun tidak
langsung, yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain dengan maksud
memenuhi kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan hukum pidana.
Melanggar hak perseorangan (korban) merupakan pelanggaran hukum pidana.

2. Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latierdiri dari dua suku kateictima
danlogos. Victimadiartikan sebagai korban déogosmemiliki arti ilmu. Secara
istilah, viktimologi adalah suatu kajian/studi yang mempelajari tentang korban,
sebab musabab timbulnya korban dan akabavat timbulnya korban yang
merupakan persoalan manusia sebagai suatu kenyataarf%osial.

Korban dalam wktimologi dipandang begitu luas tidak hanya bersifat
individu saja yang menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi swasta
maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan
korban adalah sikap/tindakan di mana korban dan/ataak pgelaku serta
meraka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu
kejahatar?! Pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian utama karena
korban sering kali memiliki peran di saat terjadinya suatu kejahatan tersebut.

Manfaat Viktinologi dalam mempelajari studi tentang korban ada tiga,
yaitu:

a. manfaat yang berkenaan dengan usaha/upaya membelalkdorban

dan perlindungan hukum;

® Siswanto SunarsoYiktimologi Dalam Sistem Padilan Pidana (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), him. 243.

56 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris GultontJrgensi Perlindungan Korban, him.
34.

67 1bid.
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b. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peranan korban dalam suatu
tindak pidana;

c. manfaat yangberkenaan dengan usaha/upaya pencegahan terjadinya
korban®®

Viktimologi juga sangat bermanfaat bagi aparatur penegak hukum
khususnya bagi kehakiman, orang yang bertugas menegakkan keadilan
berdasarkan Pancasila salah satunya adalah Hakim, adanya vigtimialam
persidangan perkara pidana hakim tidak hanya menepatkan korban sebagai
saksi, tetapi harus juga memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat
dari kejahatan yang terjadi, sehingga apa yang diharapkan korban terhadap
pelaku kejahatan dalam mwsan pemidanaan sedikit banyak menjadi
perwujudan yang dilakukan oleh hakim. Hakim merupakan orang yang
mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap
terdakwa dengan melihat besar kecil penderitaan kérban.

Dengan melihat pada peneaspperlindungan hakak korban kejahatan
sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dalam
konsep perlindungan hukum korban kejahatan, terdapat beberapasasas
hukum yang perlu diperhatikan yang dibawa dalam ruang lingkup hukum
pidana, yang seharusnya asas hukum harus menghiasi baik itu dalam hukum
pidana materiil, hukum pidana formiil, maupun dalam hukum pelaksanaan
pidana. Adapun asasas konsep perlindungan hukum korban kejahatan yang
dimaksud sebagai berik(f:

1. Asas manfaat
Asas manfaat yang dimaksud dalam perlindungan korban tidak hanya

ditujukan untuk tercapainya suatu kemanfaatan (baik materiil maupun

68 Ainal Hadi dan MukhlisKriminologi & Viktimologi.., him. 210.

9 Julaiddin, Penghukuman Tanpadakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban
(Viktimologi), Otong Rosadi (ed.), (Padang: LPRMIES, 2019)him. 8390.

°Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultontjrgensi Perlindungan Korban, him.
164.
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psikis) terhadap korban tindak pidana, tetapi juga harus bermanfaat bagi
masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya raeggiejahatan serta
menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

2. Asas keadilan
Adanya asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan juga
memiliki batas dan tidak bersifat mutlak. Karena dibatasi oleh rasa keadilan
juga harus diberikan kepada pelakejahatan. Dengan demikian maksud
asas ini terhadap pelaku dan korban sebagai masyarakat harus diberikan
secara adil artinya dalam upaya melindungi -hak mereka harus
didasarkan pada nila@ilai keseimbangan atas persamaan hak dan
kewajiban mereka masingasing.

3. Asas keseimbangan
Tujuan hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan terhadap
kepentingan manusia, hukum juga untuk memulihkan keseimbangan sistem
masyarakat yang terganggu menjadi keadaan yang normal kembali, asas
keseimbangan mendapat temhyang penting dalam upaya pemulihan-hak
hak korban kejahatan.

4. Asas kepastian hukum
Arti Asas kepastian hukum ini memberikan dasar pedoman hukum yang
kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam
upaya memberikan dan mewujudkan lipglungan hukum bagi korban
kejahatan.

Bentukbentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat
diberikan berbagai macam cara, tergantung penderitaan atau kerugian yang
diderita korban. Adapun bentddentuk perlindungannya dalam kajian
viktimologi, sebagai berikut:

1. Restitusi dan kompesasi
Penjelasan Pasal 35 Undamgdang No. 26 Tahun 2000. pengertian

kompensasi, ialah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku
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tidak mampu memberikan ganti rugi yang sepenuhnya menjadi tanggung
jawab pelaku, sedangkan restitusi adalah ganti gk@nuyang diberikan
kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi
dapat berupa:
a. Pengembalian harta milik;
b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
Konseling
Konsding adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada
korban terutama yang menderita psikis akibat tindak pidana. Bantuan
hukum yang diberikan dalam bentuk konseling ini sangat bermanfaat
diberikan kepada korban kejahatan yang mengalami traangka waktu
lama, seperti kastsasus kesusilaan.
Pelayanan medis
Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis
(merasa sakit atau luka) akibat suatu tindak pidana. Pelayanannya seperti
pemerikasaan kesehatan dan laporan tertulisifviatau surat keterangan
medis yang berkekuatan hukum yang sama dengan alat bukti).
Bantuan hukum
Bentuk perlindungan ini maksudnya bantuan hukum harus diberikan kepada
korban kejahatan baik diminta ataupun tidak. Karena mengingat tingkat
kesadaran hukum sebagian besar korban kejahatan masih rendah. Apabila
dibiarkan tidak memperoleh bantuan hukum ydagat berakibat semakin
parahnya kondisi korban kejahatan.
Pemberian informasi
Pemberian informasi juga memiliki peran penting dalam upaya
perlindungan korban kejahatan. Pemberian informasi terhadap korban atau
keluarganya sangat bermanfaat pada prpeagelidikan atau pemerikasaan

tindak pidana yang dialami korban. Peran yang sangat penting itu berupaya
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menjadikan masyarakat sebagai partner dengan kepolisian karena, melalui
kerja sama mereka dalam penyampaian informasi lebih mudah dan fungsi

kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan eféktif.

C. Perlindungan Hukum Korban Dalam Hukum Pidana Islam

Perlindunganhukumkorban dalantistem PeradilanPidanalslam tidak
secara khusus lshhas Namun bukan berarti tidak ada perlindungan bagh&o
tindak pidana. Konsep perlindungan korban menudukum Islam tidak
tedepas dari perlindogan hidup manusia itsendiri. Dalam Islam Allah
Subhanahu wa tadal a, me n u manusik dan tidaky a r i
boleh dilanggaoleh siapapun.

Syaiat adalah hak yang murni diperuntukkan untuk umat marisia.
Tidak sedikitpun ada kepentingan Tuhan yang menurunkannya, karena Allah
Subhanahu wa tadala memang tidak ada
itu, setiap ketetapan dalam agama Islam, temknasikum pidana akan berpijak
pada pemenuhan dan perlindungan hukum, hak dan kepentingan manusia itu
sendiri. Dikalangan para ulama dikenal dengaa g a s i d , y&ifu @aujuand a h
hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap hak kelangsungan hidup
manusia berupa lima hal yakni agama, nyawa, akal, nasab, dan harta benda
(kulliyat aFkham$. Adapun pengertiama q a s i d dankudliyat abkhams
akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Def eni si maqasid syar 6i ah

Berdasarkan perspektif bahasaagasid asysyal ab terdiri atas dua
kata, yaituC H> dariugl T . Sechrédfahasaagasidadalahbentuk jamak atau
plural. Bentuk tunggalnya adalahaqsudyangberarti (nakan algasd artinya
arah, tujuan, maksdSy ar i 6 at bes pnan&dyadamask skuadtnay a

1 bid., him. 166-172.

21bid., him. 75

73 Marsaid, Al-Figh AkRJinayah (Hukum Pidana IslamYJauhari (ed.), (Palembang:
RafahPress, 2020), him. 67.
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menj el askan sesuat u. fAIOR ucaF shcibt 816 i vis aOf
menuju tempat sumber dft.

Jika digabungkan dari pengertian di ates gasi d abematsyar i
maksud dan tujuardi syar i 6at kanny a Adapuk gngertidna | a m
magasid als y a r $eéae hterminologyang dikemukakan oleh Wahbah-al
Zuhaili adalah memahami maknaakna dan tujuatujuan yang telah
di gar i s kan dukenkhukenyngardéni keugaraadranya. Atajuan
tujuans y ar i Osagalaabasia hukum yang telah Allagtapkanpada setiap
hukumnya’® Jadi magasid syari,atadalah maksud atau tujuan syariat, artinya
seperangkat aturan yang telah dibuat
pedoman hidup dgi hambaNya (manusia) yang mempunyai tujuan atau
maksud tertentu.

Tujuan utama syariatyang dikatakan abByatibi adalah untuk
mewujudkan kemaslahatgmaslahah manusiabaik di duniamaupunakhirat’®
Kemaslahatan itu menjaga dan memperjuangkan tiga kategori maslahat hukum
yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat’” Adapun penjelasan tingkat
kepentingannya berikut ini.

Pertama, kebutuhaad-dharuriyyat adalah kebutuhan dasar manusia
baik menyangku kemashlahatan dunia dan akhirat, apabila tidak terpenuhi
maka kehidupan manusia akan sengsara bahkan bisa teranc&yatifl
membaginya kepada lima unsur pokok, atau yang biasa disedult at

khamsah yaitu muhafazah atin (menjaga agama)muhafazah al-nafs

“Afridawat i, -Madashid AtKharhsaAgasnia, Jiwd, Akal, Keturunan
dan HartadanPenerapanny®alamMa s | a BoarhabA-Qishthy Vo. 13, Na 1, 2015 him.
17.

7S Fitri Wahyuni,Hukum Pidana Islam, him. 212.

6 Abu Ishaq alSyatibi, t.th,Al-Muwafagat fi Ushul alAhkam Jilid 1l, (Beirut: Darul
Madri fah, 1997), hl m. 6.

T Fitri Wahyuni,Hukum Pidana Islam, him. 213.
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(menjaga jiwa), muhafazah ab a q @nenjaga akal),muhafazah ahasb
(menjaga keturunan) danuhafazah amal (menjaga harta

Kedua, kebutuharal-haajiyyat adalah kebutuhanni dalam rangka
menghindari kesulitamfasyaqqgah Apabila tidak terpeunhi maka tidak sampai
merusak kehidupan manusia tetapi hamyandapatkarkesulitan saja. Oleh
karena itu, diperlukan adanya rukhganh.

Ketiga, kebutuharat-tahsiniyyatadalah kebutuhan ini artinya sebagai
penyempurna dari dua kemaslahatan diatas. Agatilak terpenuhitidak
berpengaruh buruk hanya tidak sempurna kemaslahatan yang diperoleh.

2. Usul akkhamsah

Unsurunsur lima pokok juga disebUisul atkhamsatseperti yang telah
dijelaskan sebel umnya. Na mun yang r
perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan dalam konteks
Usul akkhamsa hukum | sl am) ? 0.

Adapun terkait dengan penelitian ini tentang perlindungan hukubakor
penganiayaan dan perusakan barang, pembahasan yang ingin penulis bahas
khususnya mengenai dua hal saja yaitu, memelihara java @knafg dan
memelihara hartah{fz atmal). Untuk menjelaskan dua hal tersebut akan
dibahas sebagai berikut:

a. Memelihara jiwa ifz atnafg

Memelihara atau menjaga jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum
Islam. Dalam hal inilslam menperhatikan hak hidup adaldtak yang paling
utama yang suci dan tidak boleh dihancurkan kemuliarfifydukum Islam

mengancam bagsiapa saja untuk mencari sarana penghidupan. Karena Islam

"8 Yuni Roslaili, Aisyah Idris& Emi Suhemi Fainily Law Reform in Indonesia from
the Magashidas h ar i 6 a opGemder Equality Jourealol. 7, No. 2, 2021, him. 193.
®Muammar Bakri. M. , fiMagastsd AISty ia o 1 Jortsah/A , Dal ar
Azhar, Vol. 1, No. 1, Jan 2019, him. 2.
80 Ahmad AFMursi Husain JauharMagashid Syariah alih bahasa Khikmawati
(Jakarta: Amzah, 2009), him. 22.
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menjaga hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya
penganiayaan dan pembunuhan terhadapjjimeamanusia.

Islam sangat melarang melakukan perbuatan yang dapat membunuh jiwa
dan melenyapkan nyawa orang lain, merusak dan menghancurkan beberapa
anggota tubuh, atau mencederai dan sejenisBgpa sajayang melakukan
salah satu hal tersebut, terlebih lagi pembunuhan maka ia telah melakukan dosa
besa! Dalam AFQu r 6 a n basyak djjelaskan terhadap perbuatan yang
haram menghilangkan jiwa diri sendiri maupun orang lain tanpa sebab seperti
dalam QS. AlAn 6 a m a yealihdungyah jivadalRm slam memiliki aturan
yang tegas bagi mereka yang melanggarnya dan jlkatddalan kehidupan
nyata maka terjamin setiap jiwa yang ada pada manusia.

Menurut Yusuf Hamid aéAlim dalam memeliharfiwa dapatdilakukan
dengan dua cara sesuai dengan kondisi yangyakiai

1) Penjagaan jiwa sebagai sebuah eksistensi, seperti menjamin ladrerad
dan perkembangan manusia, menjelaskan manfaat dan bahaya sesuatu
yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhannya, menjelaskamua
kondisi kritis dan leluasa, dan menjelaskan kondlari sulit menjadi
mudah;

2) Penjagaan jiwa sebagai sebuah tindakaevenif (mencegah)seperti
pengharamarindakan semenamena terhadap jiwa dan anggatdouh,
pemberlakuan gisas, dan pemberlakuan hukerhadappembunuhan
yang tidak terencan@l-gatl al-khatad).2?

Dalam memelihara jiwa hukum Islam menjelaskan ada perbuatan yang
dapat manfaat juga mana yang berbahaya apabila dilakukan oleh manusia.
Setiap perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia yang

memiliki maksud tersendiri. Namun apabilaipeatan yang dilakukan berakibat

81 |bid., him. 43.
82 Marsaid, Perlindungan Hukum Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam
(Magasid AsyS y a r ,iMatemnad sadi (ed.), (Palembang: Noerfikri, 2018n. 209210.
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bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain maka itu diharamkan seperti,
tindakan pemukulan dan pencederaan (penganiaayaan) lebih lagi pembunuhan.
Dalam beberapa sumber figh Islam seperti karya Dr.-@tshnuri,
dalam pada 1 menj el askan tentam@sabblkyma
tagshiriyyah (tanggung jawab adalah konsekuensi karena suatu kesalahan)
setar a tdedrzgdran inhasléoaurh i y y a h (tafggungnjavdb y y a |
adalah konsekuensi dari sebuah kesenangan), baik ez karena hakak
Allah atau hakhak adam?? Jadi halhal tersebut dilaksanakan sesuai dengan
kekuasaan yang diserahkan kepada aparat penegak hukum (hakim/jaksa).
Tindakan seperti yang dijelaskan di atas mengenai tubuh manusia tidak
disyariatkan dam Islam karena dapat merusak atau mengurangi eksistensi
manusia di dunia ini sebagai makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh
Al l ah Subhanahu wa taobdala yang sepat.
kelangsungan hidup yang dimaksud oleh syariat.

b. Memelhara hartalfifz atmal)

Islam mengatur dan menilai harta sejdiri mendapatkannyahingga
membelanjakannyaHukum Islam sangat melindungi harta seseordsigm
melarang penipuan, riba semaengambil harta orang lain dengan cara yang
tidak sah, separmencuritelah dijelaskan dalam A Dur 6 an -®$adakaAl
ayat 383

Iman Al-Syathibi menjelaskantentang bagaiman memelihara harta
sesuai dengan ketentuaragashidsyariah yaitu adanya keentuan hukum yang
dihalalkan oleh Allah Sub hana  wentand periglzataman perbuatan
mencuri dan sanksi atasnysgndaranan berbuatcurang dan berkhianaglam
bermuamalahpendharanan berbuatiba, pengharamamemakan harta orang

lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengdganéing yang telah

83 |bid.
84 Fitri Wahyuni,Hukum Pidana Islam, him. 219.
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dirusaknya, sehingga dengan demikian terjagalah terpeliharalah hart®
Adapun terkait perlindungan harta yang baik menurut AhmaMuki dalam
bukunya Magshid Syariah ada dua hal, yaitu:

1) Memiliki hak untuk dijaga dari para musuh,ilbbaari tindak pencurian,
perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik
dilakukan oleh muslim atau nonmuslim) dengan cara yangg batil, seperti
merampok, menipu, atau memonopoli

2) Harta tersebut dipergunakan untuk-hal yangmubah tanpa ada unsur
mubazir dan penipuan terhadap-hal yang dilalakan Allah Subhanahu
wa t®o6al a.

Kemaslahataerkait memeliharaatau menjagharta dalam Islanharus
benarbenar diperhatikan,tujuannya agar manusia sesama merekaidak
mergambil hartaorang laindengan cara yang batdgar terjaga dari perbuatan
semenamena (berbuat kerusakarggar hak dan kewajiban atas harta dari
masingmasing yang benuamalaherjaga dan terselamatkan dari kefasjkdsm
agar ketentramadalambemuamalahterwujudkan. Ini adalah konsep dan teori
yang harus dipraktekkan yang disyari .
terhadap hambhlya dalam memelihara atau menjaga harta.

Kedua konteksmagashid s y a r iyah telah dijelaskan di atas
merupakan tujuan hukum Islam bagi manusia dalam memelihara kehidupan
yang selamat dunia dan akhirBalam Islam pembahasan perlindungan korban
yang bersifat umum dibahas yang kaitannya dengan tujuan hukeaopgaghid
s y a r) ba@yikelangsungan hidup manusia. Hukum Pidana Islam tidak banyak
membahas teoteori tentang korban sebagaimana dalam hukum positif seperti
studi tentang korban (viktimologi), tetapi lebih ke penghukumannya diberikan
langsungkepada pelaku tindak pidana sesienganakibat atalberat ringannya

perbuatan mereka

85 Aprianto, ii KinsepHarta Dalam Tinjauan MagashidSyariald Journal of Islamic
Economics LaribaVol. 3,No. 2, 2017, him. 70.
86 Ahmad AFMursi Husain JauhaMagashidSyariah.., him. 171.



BAB TIGA
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PERKARA
NOMOR 140/Pid.B/2020/PN.Bna

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota ProvinsiDNA
tepatnya di Jalan Cut Meutiaofor 23 Banda Acef. Pengadilan ini sudah
berusialebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman Pemerintahan Kolonial
Belanda, gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh
Besar dan gedung Landraad Kuta raja. Sebagian dari gedung ini juga
dipergunakan leh Kejaksaan Negeri Banda Acdébedung ini telah berapa kali
mengalami perbaikan dan perluasan bangunan, bagian depan bangunan telah
dibongkar dan didirikan bangunan baru pada tahun 1980/1981 oleh Departemen
Kehakiman.

Tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiva bencana aldwsyata
gempa bumi dan Tsunami sehingga bangunan, perlengkapan mebele, dan
perlengkapan kantor lainya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan.
Pasca Tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkantor menempati
satu ruangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh katanadisi yang tidak
memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas, kemudian setelah suasana
kembali kondusif pihak pengadilan berusaha kembali dengan menata dan
memperbaiki kantor agar dapat difungsikan.

BangunanPengadilanini memiliki nilai estitika dan histaka bagi
perkembangan Pengadilan di Provinsi NAD, karenanya sumber nilai histories
ini perlu dilestarikan, karenanya proses usulan rehabilitasi gedung ini dengan
tidak merubah bentuknya yang orisionil disambut baik dan didanai oleh Badan
Rehabilitasi dafRekontruksi (BRR) NABNIAS.

87 https://prbandaaceh.go.id/sejarglengadilan/Diakses pada tanggal RBovember
2021.
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Disamping bangunan khusus pengadilan Negeri Banda Aceh Juga
terdapat bangunan lainnya dalam di lingkungan PengaNi@eri Banda Aceh
yng dapat gelaskan sebagai berikut:

1. Pengadilan hubungan industrial (BHI

Dalam perkembangan Era Industrealisasi, masalah perselisihan
hubungan Industrial menjadi semakin meningkat dan komplek, sehingga
diperlukan Institusi dan Mekanigm Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (PPHI) yang cepat, tepat, adil dan biaya murah, namun sebelum
terbentuknya dan lahir Pengadilan Hubungan Indutrial (PHI) aturan hukum yang
mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungdastri (PPHI).

Bahwa berdasarkan Uuu. RI No. 2 Tahu
Perselisihan Hubungan I ndustrial f. P a
Undangundang tersebut dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial pada
setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota gydrerada di setiap lbu Kota
Provinsi yang daerah hukumnya meliputi Provinsi yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (1) berdirilah
salah satu Institusi Pengadilan Hubungan Indutrial di Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam yandgoerada pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh
beralamat JICut Muetia No.23 Banda Aceh Nbelp/Fax 0651635083.

Bahwa dengarterbitnya Keputusan Presiden RI No.31/M Tahun 2006
tentang Pengangkatan Hakim -Atbc Pengadilan Hubwan Industrial dan
Hakim Ad-Hoc. Pada Mahkamah Agung dan salinan Keputusan Direktur
Jenderal Pedilan Umum Mahkamah Agung RI No0.01/SK/Dirjen
X/ DI'/ HK. PHI / 03/ 2006 t e n t-Hoo padaiPéngadigra n g k
Hubungan I ndutrial 0 ma k(ampat) PersdgHalamt d a n
Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas IA

Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama :
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Zaini, SH

Ir. Tharmizi

Firmansyah,SH

Suheri Salman,SH

Telah dilantk oleh ketua Pengadilan Neg@&engadilan Hubungan
Industrial Banda Aceh Bapak HMas HushendarSH.MH, pada hari Rabu
tanggal 29 Maret 2006 di ruang sidang utama.

w0 NP

2. Ruang sidang dan ruang tunggu sidang anak.

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki ruang sidang anak dan ruang
tunggu anak gng merupakan bantuan dari UNICEF sebagai asaldari Surat
Ketua PengadilaiNegeri Banda Aceh Nomor : W1.00 UM.10-2005 tanggal
30 Maret 2005 kepada Direktur UNICEF tentang Kerjasama Pembuatan Ruang
Sidang Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ruangsidang anak dan ruang tunggu anulilata berbedalengan ruang
sidang dewasa tampak pada penggunaan warna, bentuk kursi dan meja
berbentuk oval, ketinggian dan jaraknya dengan meja hakim dengan meja
petugas Lapas, orang tua Terdakwa, penasehat hukum danti®etdmum
lebih pendek dan lebih deka karena menggunakan ruangan relatif lebih kecil
daripada ruangan sidangewasaPada tanggal 10 Oktober 2006 ruang sidang
dan ruang tunggu anak ini secara resmi diserah terimakan.

3. Pengadilan tindak pidana korupsi (THOR)

Pergadilan Tindak Pidana Korupsi (TipikorBanda Aceh adalah
pengadilan Khusus yang merupakan mata rantai dalam penegakkan hukum dan
harapan masyarakat sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan perkara
korupsi. Gedung Pengadilan Tindak Rida KorupsiBanda Aceh sekarang
terletak di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Merduati Banda Aceh.

Pengadilan Tipikor Banda Aceh berada satu atap dengan Pengadilan
Negeri Banda Aceh, sehingga mempunyai struktur organisasi yang menjadi satu

kesatuan. Sedangkan terkait dan yuridiksi Pengadilan Tipikor Banda Aceh
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adalah wilayah hukum mencakup seluruh wilayah provinsi Aceh sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Struktur
Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan Pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas | A Banda Aceh
Struktur orgasisasi pengadilan kelas | A NegeBanda Aceh yang
berada di jalan Cut Meutia No 23 Kota Banda Aéeieh8®

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR
BANDA ACEH KELAS | A
KETUA
AINAL MARDHIAH, S.H., M.H.
WAKIL KETUA
Dr. DAHLAN, SH., M.H.
1. HAKIM TK. PERTAMA
2. HAKIM AD HOC TK, PERTAMA
B 2 == e =
¢ PANITERA. B ‘ SEKRETARIS
\\‘ Dr?, EFEND], SH. // AMIRULLAH, S.H.
PANMUI PANMUD sug bAG AG SUB BAG.
€ pERmD @ i ||| oRE || B
Keteeangan:
T
\ J

Sumber:Dokumen KantoPengadilan Negeri Kelas | A Banda Aceh

B. Duduk Perkara Putusan Nomor140/Pid.B/2020/PN.Bna

Sebelum penulis menjelaskan tentang putusan tersebut maka terlebih

dahulu penulis mendeskripsikan tentang isi putusan sebagai berikut:

88 https://prbandaaceh.go.id/strukterganisasi/Diakses pada tanggal 2 November
2021
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1. Posisi perkara
Pengadilan NegeBanda Aceh, mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan
terhadap terdakwa sebagai berifut:

Nama Lengap : ND Bin Abdullah
Tempat Lahir : Matang Janeng

Umur / TangghLabhir : 30tahun/04 Juni 1989
Jenis Kelamin - laki-laki

Kewarganegaraan :Indonesia
Tempat Tinggal : Jin. Pango Raya Dusun Ujong Krueng Desa

Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh

Agama - Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S M P(tamat)

a. Asal perkara
Bahwa TerdakwaND Bin Abdullah dengan tenaga bersama sdr B
(daftar pencarian orang) sdr.BB(daftar pencarian orang) pada hari
Kamis tanggal 23 Januari sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya
pada waktuwvaktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah
sakit Harapan Bunda Jin. TaukUmar Gampong Setui Kecamatan
Baiturrahman Kota Bandaceh atau setidakidaknya pada suatu tempat
lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang
berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja, melakukan
penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan-aae sebagai
berikut: Bahwa pada haKamis tanggal 23 Januari 2020 sakpukul
04.00 Wib saksi$ bin Alm. Suib yang bekerja sebagai Office Boy di

rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh JI. T. Umar Gampong Seutui

8 Lihat putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna atau bisa juga akses
putusan.mahkamahagugg.id
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Kec. Baiturrahman Banda Aceh hendak beristirahat di Pos OB rumah
sakit Harapan Bnda Banda Aceh, sba saksi di pos OB saks$ bin

Alm. Suib melihat Terdakwa.

Kemudian Terdakwa ND Bin Abdullah dan tematemannya sedang
tidur-tiduran di Pos OB lalu saksiSIbin Alm. Suib berkata kepada
Terdakwa dengan per kataanNRKBAKAN AV
CARA BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOE!
disitu bagaimana cara tidak ada tempat untuk saya tidur nanti disitu) lalu
Terdakwa yang sedang tidurt i dur an menj awab APA)
PEU URUSAN KAH, NYOE KU SOH SI GOE
(Jadi kenapane man g, Kupukul Kau nanti),
POH MEUNYOE KA H%Kamu puRIESH® kalau kanada

nyali) sambil saksi$ bin Alm. Suib menyodorkan wajahnymelihat

gerak tubuh saksiSlbin Alm. Suib tersebut Terdakwa langsupangun

dan memuklusaksi 5 bin Alm. Suib dbagian wajah, Lalu saksBIbin

Alm. Suib pun membalas memukul Terdakwa sehingga terjadilah
perkelahian, Lalu keduanya dipisahkan oleh oraogng yang ada

tempat tersebut. Setelah dipisah, datang S@f fgeman saksiS bin

Alm. Suib ) menarik saksi9bin Alm. Suib dan mengajak saks$ bin

Alm. Suib untuk pergi mencari makan di Peunayong Kecamatan Kuta
Alam Banda Acehdengan menggunakan sepeda motor milik saudara
AFT.

Setelah saksi korban pergi lalterdakwa NDBin Abdullah melihat

sepeda motor merk Yamaha 14D Soul Tahun 2011 warna merah hitam
No. Polisi BL 4185 LAG milik saksi korban terparkir di samping Pos

OB Lalu Terdakwa merobek tempat duduk seped amotor tersebut,

mecabut plat No. Polisi kendaraan dan mengempelkandepan dan

%0 BahasaAsing (Aceh) tersebut sedgaimana yang dikutip dalam Putusan Nomor
140/Pid.B/2020/PN.Bna.
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belakang sepeda motor milk korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi
korban mengalami kerugian sebebar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu
rupiah).
Tidak lama kemudian keduanya kembali ke Rumah Sakit Harapan
Bunda Banda Aceh, tibtba saksi 5 bin AIm. Suib dipanggil oleh
saudara BL(teman Terdakwa) dan sak§ bin AlIm. Suib melihat sudah
ramai temartemannya Terdakwa yang sudamenunggu kedatangan
saksi Ebin Alm. Suib, lalu sakd S bin Alm. Suib menghampiri saudara
BL dan Terdawa langsung mmaukul saksi & bin Alm. Suib dan
beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal yang ikatuke dan
menendang saksiSIbin Alm. Suib sehingga saksi pun berlari untuk
menyelamatkan diri ke Pos OB dan setelah mengamankan dilardida
Pos OB tersebut sakss bin Alm. Suib melihat Terdakwa dan teman
temannya terdmit di tahan oleh saudaraRFagar tidak masuk ke
pekarangan rumalakit untuk mengejar sakss bin Alm. Suib.
Bahwa akibatperbuatan Terdakwa sakss bin Alm. Suib mengalami
luka-luka sebagimana dsil VISUM ET REPERTUM Nomor
R/04/1/KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan
oleh RS. Bhayangkara menerangkan Bahwa korban didapat luka lebam
berwarna kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka
lebam berwarna kemerahdnpunggung sebelah kiri.
Si ND ditahan dengan jenis penaharfRutan)Rumah Tahanan Negara
oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampaigan tanggal 24
Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari
2020sampai dengan tanggal 04 April 2020;
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3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sangengan tanggal
21 April 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15
April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

5. Perpanjangan Penahanan dkatua Pengadilan Negeri Banda Aceh
sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggduli 2020.

b. Dakwaan jaksa penuntut umum

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun

dalam bentuk Dakwaan Kumulatif Kombinasi, yakni:

Pertama PrimairmenyatakanperbuatanTerdakwaSi ND melanggar

Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan;

Pertama Subsidair, menyatakan perbuatan Terdakwa Si ND melanggar

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal 406

KUHPidana.

c. Tuntutan jaksa penuntut umum

Setelah medengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pagokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaND Bin Abdullah bersalah melakukan
penganiayaan dan pengrusakan sebagaimana dakwaan Pertama
Subsidiair (melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP) danuéed
Melanggar Pasal 406 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepadBerdakwa ND Bin Abdullah dengan
Pidana Penjarselama 1(sepuluh) bulan.

Menetapkan Terdakwtap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa- :1 (satu) unit sepeda motor
Yamaha Mio Soul Tahun 2011, No rangka MH314D205BK278262
No. Mesin: 14D1277920; Dikembalikan kepadassdls bin Alm.
Suib.
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5. Memerntahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000 (dua ribu rupiah).

. Keterangan paraaksi dalam persidangan

Para saksi yang memberikan keterangan untuk membuktikan dakwaan

Jaksa Penuntut Umuamntara lain sebagai berikuSaksi IS, Saksi FR,

Saksi AFT, dan Saksi BL.

Adapun keterangan yang diberikan oleh Para Saksi yang diterangkan

dalam persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

. Pertimbangan majelis hakim

Dalam perkara Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna menimbang, bahwa

dakwaanyang dituntut oleh Penuntut Umum dalam bentuk Kumulatif

Kombinasi sehingga Majelis ian akan mempertimbangkan

Dakwaan Pertama Primair yang melanggar Pasal 170 ayat (1)

KUHPidana yanginsurunsurnya sebagai berikut

1. Barangsiapa;

2. Dengan terangerangan da dengan tenaga bersama, melakukan
kekeraan, terhadap orang atau barang.

Majelis Hakim mempertimbangkan unsumsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, B hwa unsur Abarang siapaod me

(natuurlijk persooi kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu

badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya

secara hukum pidana

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke

persidangan dan menuntut orang yang berndmalakwa ND Bin

Abdullah sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut

Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut

Umum tersebut telah dibenarkaleh Terdakwa dan saksaksj
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- Bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majedikini tidak
menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk tidak
dipidananya Terdakwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas
dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya
unsur Abar angsi ap aecarda @h dah meyakipkan t
terpenuhi
Ad. 2. Dengan terantgrangan dan dengan tenaga bersama, melakukan
kekerasan, terhadap orang atau barang;

-  Menimbang, bahwa saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa ND Bin
Abdullah terhadap sakb® bin AIm. Suibseperti urean kasus yang telah
diuraikan di atas yangberdasarkan fakttakta yang terungkap
dipersdangarsepertiketerangan saksiaksi, Terdakwa dan barang bukti
yang diajukan ke persidangabahwa Terdakwa hanya melakukan
seorang diri;

- Bahwa akibatperbuatan Terdakwa saks$$ bin Alm. Suib mengalami
luka-luka sebagimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor
R/04/I/KES.31/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan
oleh RS. Bhayangkara menerangkan Bahwa korban didapat luka lebam
berwarna kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka
lebam berwarna kemerahan di punggung sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkapertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis
Haki m, unsur -térathgam daa rdendgare termgagbersama,
mel akukan kekerasan, T etidak #echenphi or at
menurut hukum
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindalara
sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Unmmuaka
selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama

Subsidair Penuntut Umum yakni, Terdakwa didakwa melakukan tindak
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pidana dan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang-unsur
unsurnya adlah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Melakukakan penganiayaan;

Majelis Hakim mempertimbangkan unsumsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Meni mbang, bahwa wunsur Abarang si &
(natuurlijk persool kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu
badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya
secara hukum pidana

Bahwa dalam perkara ini Penuntiimum telah mengajukan dakwaan

ke persidangan dan menuntut orang yang bernama TerdakwgirN
Abdullah sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut
Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut
Umum tersebut telah dibenarkalelo Terdakwa dan saksaksj

Bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak
menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk tidak
dipidananya Terdakwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas
dapat di pertanggungjawkan secara hukum pidana sehingga karenanya
unsur Abarangsi apaodo telah dapat t
terpenuhi

Ad. 2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa ND Bin
Abdullah terhadap saksi IS bin AIm. Suib sepertiamgasus yang telah
diuraikan di atas yangberdasarkan fakttakta yang terungkap
dipersdangarsepertiketerangan saksiaksi, Terdakwa dan barang bukti
yang diajukan ke persidangdrahwa Terdakwa melakukan tanpa alat

bantu dan tidak mengakibatkan matiwakehilangan nyawa;
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- Bahwa akibatperbuatan Terdakwa saks$$ bin Alm. Suib mengalami
luka-luka sebagimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor
R/04/I/KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan
oleh RS. Bhayangkara menerangkan Bahwa korban alidaka lebam
berwarna kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka
lebam berwarna kemerahan di punggung sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis
Haki m, unsur AnMel akukan Pengani ay
hukum
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan
dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Terdakwa didakwa melakukan
tindak pidana dan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang unsur
unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

2. Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan,
membikin tak dapat dpakai atau menghilangkan barang sesuatu
yang seluruhnya ataebagian milik orang lain;

Majelis Hakim mempertimbangkan unsumsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

- Meni mbang, bahwa wunsur Abarang si &
(natuurlijk persool kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu
badanhukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya
secara hukum pidana

- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan
ke persidangan dan menuntut orang yang bernama TerdakwgirN
Abdullah sebagaimana yang tercantum dalamtsdaiwaan Penuntut
Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut

Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan-saksi
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Bahwag selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak
menemukan adanya alasan pemaaf dan alasabgper untuk tidak
dipidananya Terdakwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas
dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya
unsur Abarangsi apad telah dapat t
terpenuhi

Ad. 2. Den@n sengaja dan melawan hukum, menghancurkan,
merusakkan, membikin tak dapat ghkai atau menghilangkan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa uraian kasus yang telah diuraikan di atas yang
berdasarkan fakttakta yang terungkap dipedsingansepertiketerangan
sakstsaksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan
bahwa terdakwa ND Bin Abdullah benar melakukan patdu merusak
barang milik saksi IS bin Alm. Suib.

Bahwa, terdapat barang buktang diajukan ke persidangan yakni 1
(Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2011, No rangka
MH314D205BK278262 No. Mesin: 14D1277920 statusnya akan
ditentukan dalam amautusan;

Bahwa, TerdakwaND Bin Abdullah berar merobek tempat duduk
seped motor Saksi IS Bin Alm. Suipmecabut plat No. Polisi kdaraan
mengempeskan ban depan dan belakang sepeda motor milk korban.
Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebebar
Rp. 800.000 (delapan rattibu rupiah);

Bahwa, bedasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis
Hak i m, u mgamsengaja dlamelawan hukummenghancurkan,
merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang
sesuatu yang sel uruhnya temh tarpenubie b a g
menurut hukum

Keadaan memberatkan dan meringankan
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Menimbang, bahwa unk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yangkeadaan meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkanPerbuatan Terdakwa telah menimbulka

rasa sakit bagi Saksi Korban

Keadaan yang meringankan Terdakwa menyesali perbuatannya dan

berjanji tidak akan mengulanginya Terdakwa berlaku sopan dan

berterus terang dipersidanganT,erdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keadieeadaan baik yang

membertkan maupun yang meringankan tersebut diatas maka Majelis

Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar

mengenai penjatuhan pidana kepada dlenc

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani puk untuk membgar biaya perkardMemperhatikarPasal 351

ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundangndangan lain yang beangkutan Hakim mengadili

dan memutuskan:

1. MenyatakanTerdakwa ND Bin Abdullah tersebut datas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
AfPengani ayaan dan Pengrusakan
dakwaan Pertama Subsiddan Kedua Penuntut Umuym

2. Menjatuhkan pidana terhadaperdakwa oleh karena itu dengan
pidana pergra selama 7 (tujuh) bulan

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan selurutya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwetap berada dalam tahanan;
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5. Menetapkan barang btikberupa :- 1 (satu) unit sepeda motor
Yamaha Mio  Soul Tahun 2011, Nomor  rangka
MH314D205BK278262 Nomor Mesin: 14D1277920; Dikembalikan
kepada sad Ismail bin Almarhum Suib.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara akjuml
Rp. 2.000 (dua ribwupiah)

C. Analisis Terhadap Putusan Hakim
1. Analisis asas perlindungan hukum korban kejahatan

Peradilan pidana merupakasuatu lembaga untuk menanggulangi
kejahatan dalam masyarak&idapun menanggulangi dan mencegah kejahatan
merupakan bentuk dari memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perlindungan hukummerupakan salah satu bentuk cara menikmati
kehidupan yang mana kehidupan seseorang maupun masyarakat dijamin
pemenuhan hakaknya oleh hukum. Apabila ada suatu masalah yang menimpa
seseorang dan merasa dirugikan oleh orang lain maka hukum akan memberikan
perlindungan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sajipto Rahardjo bahwa
perlindungan hukum adalah melindungi segala hak as@mnusia yang
dirugikan orang lain dan juga untuk masyarakat agar dapat merasakan segala
hakhaknya yang diberikan oleh hukd.

Dalam memberikan perlindungan hukum tidak hanya diberikan untuk
pelaku kejahatan saja tetapi korban kejahatan harus juga atigarhbahwa ia
adalah orang yang dirugikan atau menderita akibat perbuatan pelaku kejahatan.
Seperti yang dijelaskan oleh Arief Gosita bahwa korban adalah orang yang
menderita baik jasmani ataupun rohaninya akibat perbuatan orang lain dengan

maksudkepeningannya sendiri dan bertentangan denganhakorang yang

91 Sajipto Rahardjollmu Hukum.., him. 54,
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menderite? Oleh karena itu, dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum
perlindungan yang diberikan harus sama rata bagi pelaku atau korban kejahatan.

Pengadilan adalah salah satu tempat mlesgé&an perkara yang
bentuknya berupa suatu putusan. Terkadang suatu putusan hanya fokus pada
pada penghukuman pelaku kejahatan saja, hakim hanya menempatkan korban
sebagai saksi dalam persidangan untuk membuktikan kejahatan tersebut. Hakim
harus bertangungjawab atas segala hal yang diputuskannya. Untuk menjamin
hal itu hakim diberikan kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusannya
tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan lain yaitu-Hal diluar pengadilan
seperti, penguasa dan kekuatan lainnya dalasyamakatSebagaimana dijamin
oleh Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang merupakan perubahan terhadap Undartang Nomor 4 Tahun 2004 dan
Undangundang tentanylahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2009 sebagai perahan kedua atas Undangdang Nomor 14 Tahun 1985.

Dalam memutuskan suatu perkara dasar pertimbangan hakim tidak
hanya melihat dari fakta yuridis tetapi dari sudut pandangynasdis juga
harus diperhatikan, agar terjaminnya kepuasan dari orang lyarmgrkara.
Terlepas dari kepentingan pelaku, hakim juga harus memahami kepentingan dan
penderitaan yang dialami korban contoh dalam putusan Pengandilan Negeri
Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna.

Putusan ini memutuskan suatu perkara Hakim tidak haeyganiayaan
dan pengrusakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa ND Bin Abdullah
terhadap Saksi Korban IS Bin Alm. SuibutBsan ini didakwa oleh Penuntut
Umum dengan beok dakwaan Kombinasi KumulutifPertama Primair,
menyatakan perbuatan Terdakwa Si ND melanggar Pasal 170 ayat (1)
KUHPidana, dan; Pertama Subsidair, menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa
Si ND melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal

92 Ainal Hadi dan MukhlisKriminologi..., him. 192.
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406 KUHPidanaPutusan ini menuntut dua pemidanaan sekaligus yakni pelaku
melakukanpenganiayaan dan melakukan perbuatan perusakan barang korban.
Sesuai dengan pertimbangan hakim dalam persidangan bahwa perbuatan
Terdakwa memenuhi Unsunsur pidana dalam pasal yang didakwa, yakni:

- Unsur dalam Pasal 351 ayat 1 (penganiayaan), yang masa un
perbuatan Terdakwa sengaja menimbulkan rasa sakit, tidak enak pada
tubuh atau luka pada tubuh. Sebagaimana juga dikuatkan dengan hasil
Visum Nomor : R/04/I/KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020
yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara menerangkan Bakerban
didapat luka lebam berwarna kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet
dihidung dan luka lebam berwarna kemerahan di punggung sebelah Kiri
Dengan penjelasan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi.

- Unsur dalam Pasal 406 (pengrusakan barangygymana unsur
perbuatan Terdakwa dengan keterangan saksi dan bukti He(Saedu)

Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2011, No rangka
MH314D208K278262 No. Mesin: 14D1277923kng merobek tempat
duduk sepeal motor korban mecabut plat No. Poliskerdaraan
mengempeskan ban depan dan belakang sepeda motor milk korban.
Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebebar
Rp. 800.000 (delapan ratusibu rupiah). Maka hakim dengan
pertimbangan tersebut bahwa perbuatan Terdakwa telah wbrpersur
dal am P asngadnsendafa@amielawan hukumgmenghancurkan,
merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
Dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut penulis begyeat
bahwa dua Pasal yang didakwa yaitu Pasal 351 (penganiayaan) dan Pasal 406

(perusakan barang) terhadap Terdakwa dengan melihatwmsur pidana pada
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perbuatan Terdakwa dan juga keterangan para saksi dan bukti dalam
persidangan sudah terpenuhi.

Adapun melihat pertimbangan Hakim terkait hal keadaan yang
memberatkan bagi Terdakwa dan keadaan meringankan bagi Terdakwa, yaitu
Keadaan yang memberatkan
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban
Keadaan yang meringankan
- Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
- Terdakwa berlaku sopan daerterus terang dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Pertimbangan dua keadaan ini harus bdmsar diperhatikan oleh
Majelis Hakim. Pertimbangan ini diatdalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f
KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d berburiyiPer t i mbangan yang
ringkas mengenai fakta dan keadaan tiasdat pembuktian yang diperoleh dari
pemeri ksaan di sidang yang menj adi da
Sedangkan Pasal 197 huruf f -ubdamgénu ny i
yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang
member at kan dan meDengangdemikaa apa sap keddadnw a 0
memberatkan yang berupa alasan pemberat akibat perbuatan Terdakwa kepada
korban harus disebutkan dalam pertimbangarkirdlabegitu pula dengan
keadaan yang meringankan terdakwa sesuai keterangan ataupunrsélblah
sifatbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung

Sebagaimana alasan di atas pertimbangan keadaan memberatkan yang
disebut oleh hakim dalam putusamenurut penulis merasa kurang, dimana
putusan tersebut belum memenuhi harapan korban sebagai putusan untuk
mendapat keadilan yang harus diwujudkan dalam persidangan. Sebagaimana

manfaat Viktimologi bagi kehakiman sebagai aparatur penegak hukum yang
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bertitgas menegakkan keadilan yang bahwa hakim tidak hanya menempatkan

korban sebagai saksi tetapi juga harus memerhatikan kepentingan dan

penderitaan korban akibat kejahatan tersebut.
Apabila dilihat dari asaasas konsep perlindungan hukum korban

kejahatan tkait pertimbangan keadaan memberatkan, yaitu sebagai berikut:

1. Asas manfaat
Dalam memberikan perlindungan korban asas ini tidak hanya dituju
untuk tercapainya manfaat bagi korban (baik materiil ataupun psikis)
tetapi juga harus bermanfaat bagi masyardkas, khususnya dalam
upaya menciptakan ketertiban dan mengurangi kejahatan dalam
masyarakat.
Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim pada keadaan yang
memberatkan di mana pengadilan merupakan salah satu tempat korban
mendapat perlindungan hukum, asamnfaat tidak berjalan dalam
memberikan perlindungan untuk tercapainya kemanfaatan materil bagi
korban tindak pidana. Karena Majelis Hakim hanya menimbang satu
kesalahan saja yang memberatkan Terdakwa ND Bin Abdullah dalam
put usan Ti ndaRerudanteadakea tglad imenumbufkan
rasa sakit bagisaksi korbaro . Sedangkan perbuat al
melakukan perusakan barang korban.
2. Asas keadilan

Pertimbangan keadaan yang memberatkan dalam putusan Majelis Hakim
juga belum memenuhi rasa keadilan bkgrban untuk mendapatkan
perlindungan hukum. Alasannya pertimbangan keadaan tersebut tidak
didasari oleh nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban oleh
Hakim. Bahwa Terdakwa ND bin Abdullah dalam pertimbangan
sebelumnya telah terbukti bersalaingan dakwaan Pasal 351 ayat 1

melakukan penganiagn dan Pasal 406 melakukarrysakan barang.
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Namun keadaan yang memberatkan hanya satu kesalahan saja yang
dipertimbangkan oleh Hakim yaitu Terdakwa melakukan penganiyaan.
Padahal Asas ini menuntut keadilaagi tiaptiap pihak yang berperkara
(pelaku dan korban) harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi
seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Maka mereka yang
berperkara sebagai orang yang hidup bermasyarakat dalam upaya
melindungi hakhak mereka hais diberikan sama rata dan seimbang.

Asas keseimbangan

Setelah melihat dua asas di atas, yang bahwa hukum selain menuntut
tercapainya pemenuhan kemanfaatan dan keadilan bagi korban kejahatan
dalam perlindungan hukum. Hukum juga harus dapat memulihkan
kesembangan sistem masyarakat yang terganggu.

Adapun dalam upaya memulihkan Hadék korban asas ini menempati
posisi paling penting. Namun kenyataannya dalam putusan
pertimbangan Majelis Hakim pada keadaan yang memberatkan bagi
Terdakwa ND Bin Abdullah, kesmbangan tersebut tidak terwujudkan
dalam putusan. Padahal korban IS bin Alm. Suib mengalami dua
kerugian akibat perbuatan Terdakwa yaitu selain mengalamilliska
sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum di Rumah Sakit
Bhayangkara Nmor R/04/I/KES.31/2020/RS.Bhy korban juga
mengalami kerugian atas barang miliknya yaitu 1 unit sepeda motor
korban yang dirusak oleh Terdakwa di mana barang bukti itu disebut
dalam amar putusan.

Asas keseimbangan ini menuntut bahwa setiap putusan itu harus hasilnya
seimbang. Dalam arti, pertimbangan Majelis Hakim seharusnya dengan
keyakinannya menilai dan melihat hak korban bahwa keadaan yang
meringankan terdakwa merupakan kebalikan dari keadaan yang

memberatkan bagi korban. Dimana sepeda motor (harta benda) milik
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korban merupakan kenderaan untuk pergi bekerja dan mencari rezeki.
Akibat tindakan tersebut korban juga terhalang atau tertunda untuk
melakukan pekerjaannya
Oleh karena itu, antara dua akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban
dengan pertimbangan keadaan yangmberatkan tidak seimbang dan
proporsional yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, seperti
penghilangan salah satu unsur pidana dari perbuatan Terdakwa.

4. Asas kepastian hukum
Pengadilan merupakan tempat aparat penegak hukum (Hakim)
melaksanakan tugasnyBahwa asas ini menjadi dasar pedoman hukum
yang kuat bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam upaya
memberikan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi korban
kejahatanKepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan
dari hukum terutama twmk nama hukum tertulis. Menurut Fence M.
Want u, Ahukum tanpa nil ai kepasti:
karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua.6rang
Jadi kepastian hukum itu harus digunakan sebagai dasar pedoman oleh
Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan -monma
dan nilai hukum yang ada. Sehingga apa yang sudah tetap, mesti dan
tentu, harus dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat
memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.
Namun dalam putusaiNomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna pertimbangan
Majelis Hakim terhadap Terdakwa ND Bin Abdullah terkait
pertimbangan keadaan yang memberatkan, bahwa terhadap
perti mbangan hakim yang sudah dit

terbukti bersalah dan memenuhi unsur paatari apa yang didakwa

BTony Pr ayengapasisKepastianHukum Dalam PeraturanMahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2011 TentangHak Uji Materiil Dan Dalam PeraturanMahkamah
Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Entang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang
U n d a dugnal Legislasi Indonesjavol. 13 No. 02, Juni 2016im. 194.
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ol eh Penuntut Umum dengan dakwaan
Bahwa seharusnya mesti ada salah satu pertimbangan Hakim keadaan
memberatkan bagi Terdakwa ND Bin Abdullggngii ba hwa Ter da
dengan sengaja danmelawan hukum,menghancurkan, merusakkan,
membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian milik orangécasin Dengan begi tu
menjalan tugasnya sessuai prinsip dan norma hukum untuk menjamin
kepastian hukum bagi masyaréka
Dalam ilmu Viktimologi yang membahas tentang korban harusnya ilmu
ini juga harus lebih dominan dikuasai oleh hakim selain Kriminologi dan
Penologi dalam menyelesaikan perkara. Dengan melihat empat konsegasas
perlindungan hukum bagi korban kejalmtébagaimana seharusnya hukum
menjadi sebuah pegangan masyarakat agar dapat merasakdakhadn
kewajiban yang telah ditentukan.
Sebuah putusan akan sangat dihargai apabila mempunyai nilai
kewibawaan yang dapat mewakili rasa keadilan dan kepastian Hilarbagi
yang bersengketa maupun masyarakat luas. Putusan pengadilan juga merupakan
sarana bagi mereka pencari keadilan untuk menempatkan kebenaran atau
keadilan. Sebagaimana seharusnya tujuan suatu putusan hukum yang harus
diperhatikan oleh hakim dan s®hisnya diterapkan secara proposional ada 3
(tiga) faktor yakni, rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfdabemgan
demikian menurut konsep asasas perlindungan hukum korban kejahatan
dalam pertimbangan hakim khususnya keadaan yang memberatkarandi
pengadilan merupakan sarana tempat mencari keadilan dan kepastian belum bisa

terpenuhi menurut teori tersebut.

“Andre G. Ma we y Hakifin Batam MenjathhkamRyitasanL epasDari
SegalaTuntutanHu k u rdwnal Lex CrimenVol. V, No. 2 Feb2016 him. 85.
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2. Analisis hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam membahas tentang kejahatan tidak jauh
berbeda dengan hukum pidana pada umumnya (hukum pidana indonesia).
Kejahatan dalam pidana islam disehimayah Jinayah merupakan tindakan
melwan hukum atau dapat dikatakan juga sk&salahan ataupun perbuatan
dosa. Perbuatan ini dilarang ol eh sya
agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.

Pengertian di atas senada sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul al
Qadir Audah bahwa, jinayah adalahu at u per buat an yang d
yang mengenai jiwa, harta benda dan lain sebag&ingpabila melanggar
suatu perbuatan yang sudah dilarang tersebut, maka seseorang akan dikenai
hukuman. Segala perbuatan tersebut tujuannya adalah melawan hakum d
kesengajaan.

Adapun melihat putusan nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna yaitu Putusan
Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutuskan tindak pidana
penganiayaan dan pengrusakan barang. Yang berikut ulasan hukum pidana
Islam (ma g a s h i d) mengemai peidnldahgan hakim.

a. Memelihara jiwa (penganiayaan)

Dalam putusan tersebut Terdakwa didakwa bersalah dengan Pasal 351

ayat 1 melakukan penganiaya&mpabila dilihat dari pandangan Hukum

Pidana Islam Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti yang

mengenai tubuhseseorang yang tidak mengakibatkan kematian.

Perbuatan tersebut dapat berupa melukai, memukul, mendorong,

menarik dan sebagainya yang pokoknya tidak sampai menghilangkan

nyawa orang lain.

Perbuatan penganiayan juga dibedakan perbuatan sengaja dan tidak

sengaja, artinya perbuatan sengaja dengan maksud melawan hukum

sedangkan tidak sengaja tidak bermaksud melawan hukum.-Umsur

9 Abdul Qadir AudahAt-T a s y £J§ &..J&ihg. 88
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pidana yang dijelaskan oleh pasal tersebut tidak jauh berbeda dengan
hukum pidana Islam. Perbuatan Terdakwa hanya digolongkzagaie
jarimah pelukaan saja.

Hukum pidana Islam sangat detail menjelaskan perbuatan penganiayaan
seperti pembagian bentuk penganiayaan pada tubuh berdasarkan akibat
perbuatan pelaku dan dikenai hukuman akibat perbuatan itu. Adapun
hukuman yang diberikan dgan qgisas (dilakukan sengaja), sedangkan

diyat diberikan bagi pelaku perbuatan yang menyerupai sengaja.
Sebagaimana dalam flur 6 a n di j e FMaasOki adna h s uaryaatt
bahwa hukumamgisas belaku nyawa dibalas nyawa (berlaku dalam
pembunuhan), mata dengarata, hidung dengan hidung, telinga dengan
telinga dan anggota tubuh lainnya. Namun Indonesia tidak berlaku
hukum demikian karna hukum pidana yang dianut bukan hukum Islam
sepenuhnya, Indonesia memakai hukum warisan belanda (KUHP).

Namun dalam Islam ada kwman pengganti bagi pelaku penganiayaan
apabila gisas gugur atau tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai
sebab, maka akan ada tadzir (hukun
Pemerintah (hakim) dapat menetapkan apabila gisas terhambat maka
dapat diganti dngan diyat (denda/ganti kerugian). Kemudian hakim
akan memilih jenis hukuman atau ukurannya untuk diberikan kepada
pelaku tersebut.

Adapun dalam figh Islam yang menjelaskan hukum keadilan bahwa
tanggungjawab merupakan akibat dari suatu kesalahan yang seta
dengan tadzir. Pentadzir almk Allahb e r i k
maupun hathak adami

. Memelihara harta (perusakan barang)

Tindak pidana pmisakan barang dalam Hukum Pidana Islam tidak

disamakan dengan perbuatan merusak tubuh (penganiayaan). Dalam
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pemidanaan Islam hukuman bagi orang yang merusak barang atau maal
dikategorikan sebagai jarimaha § kaiema memang Allah Subhanahu

Wa Taobala tidak menjelaskan secar a
merusak barang milik orang lain. Namun tidak menutamungkinan

untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut.

Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq pelaku yang melakukan perusakan
harta orang lain (harta yang dilindungi), korban tidak boleh membalas
hal serupa yang dilakukan pelaku atasnya. Akan tetapiakoberhak
menuntut harga/nilai atau barang pengganti yang serupa. Karena kecll
kemungkinan korban membalas perbuatan yang barangnya sama dengan
pelaku harga/nilai tidak akan sama persis. Fugaha memberikan
penjelasan bahwa apabila suatu barang yang diisakpelaku adalah
sesuatu yang dapat diukur dan ditimbang. Hal ini senada dengan
penjelasan | man Hanaf. dan | mam S
barang harus wajib mengganti sesuatu yang dirusak dengan harga,
terkecuali apabila benda tersebut tidak ditkem atau hilang.

Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan
140/Pid.B/2020/PN.Bna yang khususnya pertimbangan alasan yang
memberatkan Terdakwa di mana putusan seharusnya selain
menyelesaikan konflik secara benar dan tuntas. Hakim juga harus
menimbang kesalahan perbuatan Terdakwa yakni perusakan harta benda
milik korban. Dengan demikian putusan dapat memberikan jaminan
perlindungan bagi korban karena, ia merupakan orang yang berpengaruh
besar dari akibat terjadinya tindak pidana dan korban sakaa
kerugian akibat perbuatan Terdakwa.

Dalam melindungi harta benda, konsep hukum pidana Islam memberikan
ganjaran bagi pelaku untuk menggantikan barang yang telah dirusaknya

sesuai apa yang ditetapkan hakim (°
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dengant uj uan syari 6at terpenuhi unt u

harta.Inilah konsep dan teormemelihara hartgang harus dipraktekkan

yang disyariatkam | e h Al | ah SubhanlamhaNywa t ad

Islam sangat menjamin dan melindungi kehidupan masyarakatnya
apalagi dalam hukum pidananya, agar hal tersebut terhindari dari kehidupan
yang membawa kebinasaan baik itu terhadap jiwa maupun harta bendanya.
Dalam memberikan perlindungan korban suatu putdsdam, pidana islam
dengan syari 6atnya menjaga dan mel ind
baik itu terkait penganiayaan atas mereka ataupun perusakan harta bendanya.
Hakim diberi wewenang dalam memutuskan perkam@nentukan hukuman

t arddalam janmah pelukaan dan perusakan barang orang lain.

D. Analisis Putusan Hakim Menurut Kajian Viktimologi

Viktimologi merupakan studi yang membahas tentang korban, sebab
menjadi korban, timbulnya korban dan mengenai hak dan kewajiban korban
yangmerupakan persoalan manusia sebagai makhluk sosial.

Mengapa kajian Viktimologi melihat korban begitu sangat penting dalam
penyelesaian perkara (putusan hakim), karena korban merupakan orang yang
berperan langsung saat terjadi tindak pidana. Sebagaimaiassdli manfaat
Viktimologi adalah melihat peran korban dalam suatu tindak pidana, kemudian
adanya upaya perlindungan dan 4mak yang diberikan oleh Viktimologi
kepada korban. Bahkan Viktimologi dapat berperan untuk mencegah timbulnya
korban lagi.

Hal di atas juga senada dengan yang dibicarakan oleh U+unthalagg
No. 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, yang bahwa
setiap lembaga negara bertujuan untuk memberikan pengamanan, penguasaan,

dan pemenuhan kesejahteraan sesuahhfilasaisyang ditetapkan.
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Terlepas dari hal tersebut Viktimologi juga membagi beberapa bentuk
perlindungan hukum bagi korban kejahatan, khususnya korban tindak pidana
penganiayaan dan perusakan barang dalam perkara putusan nomor
140/Pid.B/2020/PN.Bna.

Bentukbentuk perlindungan hukum yang harus diberikan ada berbagai
macam sesuai apa yang diderita (kerugian) korban. Adapun bentuk perlindungan
hukum korban penganiayaan dan perusakan barang yang harus dipenuhi sesuai
yang dengan yang dimaksud studi Viktimolodiagai berikut:

1. Pemberian restitusi dan kompensasi

Studi Viktimologi menuntut perlindungan yang harus diberikan kepada

korban dalam perkara nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna kompensasi dan

restusi. Kompensasi ini diberikan oleh negara apabila apabila pelaku
tidak mampu mengganti kerugian si korban. Namun dalam putusan

dengan melihat kerugian dari perusakan barang korban 1 unit sepeda
motor dengan kerugian mencapai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
seharusnya pelaku mampu bertanggung jawab.

Sedangkan restitusnerupakan tanggung jawab (ganti kerugian) yang

diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti kerugian

yang harus diberikan oleh korban dapat berupa:

a. Pengembalian harta milik, apabila ada suatu harta benda yang
diambil, dihilangkan atau diaggkan oleh pelaku harus
mengembalikannya. Namun hal ini tidak termasuk ke dalam perkara
i ni karna unsur perbuatan pel aku

b. Pembayaran ganti kerugian atau penderitaan, dalam putusan ini
korban tidak mempergunakan haknya untakenuntut ganti

kerugian. Seharusnya ia dapat mempergunakan haknya dalam
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memperoleh ganti kerugian atas penderitaannya bahkan hak tersebut
ialah hak yang paling utama disediakan oleh hukum bagi k8fban.

c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu, penggartiaya ini
diberikan bagi tindakan yang memang perlu dibiayai untuk
keperluan korban.

2. Pelayanan medis

Dalam memberikan perlindungan hukum Viktimologi juga memberikan

pelayanan medis. Adapun bentuknya berupa pelayanan bagi korban

menderita secara medis (rasa sakit atau luka) akibat perbuatan pidana.

Dalam perkara ini pelayanan tersebut terpenuhi, dimana korban

mendapat pemeriksaan secara medis di RS. Bhayangkara berikan.

bentuknya berupa surat keterangan medis (visum et repertum) yang
berkekuatan hukumang dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai
alat bukti.

3. Bantuan hukum

Perlindungan ini merupakan hal yang harus diperhatikan oleh aparat

penegak hukum. Bantuan hukum ini diberikan baik itu diminta oleh

korban ataupu tidak diminta. Hal ini merupakan klasan bagi aparat
penegak hukum juga, bahwa dengan mengingat masih ada bahkan
banyak korban kejahatan yang rendah tingkat kesadaran dan
pemahamannya terkait adanya bantuan hukum seperti adanyeakak
korban dalam menuntut kerugian dari akibat perbuataiaki pidana.

Demikian penjelasan tiga perlindungan hukum bagi korban

penganiayaan dan perusakan barang di atas yang harus dipenuhi menurut kajian
Viktimologi. Namun terkait perlindungan konseling dalam perkara nomor
140/Pid.B/2020/PN.Bna tidak terlihat bg penting, karena perlindungan ini

khusus diberikan kepada korban yang menderita psikisnya, seperti kasus

96 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultontjrgensi Perlindungan Korban, him.
53. Lihat juga UndandgJndang No. 26 TahuR0O0O tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
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pemerkosaan, kaskssus keasusilaan dan sebagainya yang korban mengalami
trauma jangka waktu yang lama.

Sedangkan perlindungan hukum terkait pemberian informasi bagi korban
kejahatan ini lebih efektif sebelum perkara itu diadili atau diputuskan oleh
hakim. Misalnya bagi kepolisian baik yang bersifat kebijakan maupun
operasionalnya. Begitu juga dalam hal pdikan suatu tindak pidana dan
informasi tentang penemuan berukenda hasil tindak pidana. Hal ini sangat
berguna, apabila nantinya perkara dibawa ke pengadilan-fedita tersebut
akan dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan teori dan undatang

tertertu.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkandkta yang penulis peroleh baik dari kajianplstakaan
baik dari teoritoeri danundangundang dan sebagainyrkait perlindungan
hukum korban tindak pidana penganiayaan dan perusakan barang (studi putusan
Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna) yang telah
diuraikan ke dalam babab sebelumnya hinggaerujuk pada étasan rumusn
masalah maka, dapatatik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Dasar putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan dan perusakan
barang Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
140/Pid.B/2020/PN.Bna adalah pertimbangan unsisur pidaa,
pertimbangan keterangan para saksi, pertimbangan mengenai adanya
barang bukti yang dihadirkan dipersidangan menjadi dasar pembuktian
suatu tindak pidana. Namun dalam pertimbangan keadaan yang
memberatkan terdakwa dipidana, hakim hanya melihat suatuakabe
saja yaitu terdakwa hanya melakukan penganiayaan, padahal dua pidana
yang dituntut tetapi hanya satu yang diputuskan. Sehingga putusan ini
terlihat tidak sinkron karena hakim tidak melihat korban selain megalami
penganiayaan, korban juga mendapatg@m atas barang yang dirusak
pelaku.

2. Bentukbentuk perlindungan hukum korban yang harus dipenuhi
menurut asas perlindungan hukum korban dalam kajian Viktimologi
adalahperlindungan hukunberupa restitusi dan kompensasi, pelayanan
medis dan bantuan hukurivlanfaat korbanmemperoleh perlindungan
hukum ia dapat merasakan haknya memperoleh ganti kerugian dan
pemahamannya mendapat bantuan hukum baik diminta atau tidak.

Keadilan juga dipertimbangkan secara seimbang antarhdiakereka
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yang berperkara, hinggepastian hukunyang merupakansuatu hal
yangpentingdapat terwujud.
B. Saran

1. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak
pidana penganiayaan dan perusakan barang. Putusan Hakim dalam
menimbang suatu perkara khususnya pertimbangan keadaan yang
memberatkan. Hakim harus melihat ban bukan hanya sebagai saksi
dalam persidangan untuk membuktikkan suatu tindak pidana, tetapi
korban juga orang yang sangat dirugikan akibat tindak pidana. Maka
Hakim juga harus melihat dasar pertimbangan tidak hanya fakta yang
tersebut dalam persidangaetapi, keyakinan dan kesadarannya harus
digunakan. Apabila hal tersebut dipenuhi putusan pengadilan akan sangat
dihargai oleh masyarakat dengan kebenaran dan keadilan.

2. Bagi aparat penegak hukum yang memberg@rindungan hukum baik
itu secara materi atau wawasan/pemahaman bagi korban, harus benar,
tepat dan tuntas yang menjamin kepastian hukum serta pengayoman
diberikan secara sama rata dan seimbang bagi korban tindak pidana.
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- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skipsi pada Fakuitas Syarah dzn Hucum, mzk2

Scanned with CamScanner
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PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dengan acara
pemenksaan biasa dalam peradifan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama Lengkap : Nasruddin Alias Si Nas Bin Abdullah
Tempat Lahir : Matang Janeng
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun/04 Juni 1989
Jenis Kelamin - laki-laki.
Kewarganegaraan - indonesia
Tempat Tinggal :Jin. Pango Raya Dusun Ujong Krueng Desa Pango
Raya Kecamatan Ufee Kareng Banda Aceh
Agama : Islam.
Pekerjaan - Wiraswasta
Pendidikan : S M P (tamat);
Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa Nasruddin Alias Si Nas Bin Abduliah ditahan dengan jenis
penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari
2020;
2 Pemyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februasi 2020 sampai
dengan tanggal 04 Apiil 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April
2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 April 2020
sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak
tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B2020F
PN Bna, tanggal 15 April 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pxl.B/2Z020/PN Bna, tanggal 15 Apnl

2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lam yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatiian 4 ~
bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; o

el A D ratmsarapay gk Tog” &1 304 33 et 318
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Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nasruddin Alias Si Nas Bin Abdullah bersalah
melakukan penganiayaan dan pengrusakan sebagaimana dakwaan
Pertama Subsidiair (melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP) dan kedua
Melanggar Pasal 406 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nasruddin Alias Si Nas Bin Abduliah
dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Souf Tahun 2011, No

rangka MH314D2058BK 278262 No. Mesin: 14D1277920;
Dikembalikan kepada saksi Ismail bin Aimarhum Suib.

5. Memerintahkan agar Terdak bayar biaya p sehesar Rp. 2.000

(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dan Terdakwa secara isan yang pada
pokoknya memohon huk vang seningan-ingannya dengan alasan Terdakwa
menyesal, memiliki tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi
perbuatan tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada
tumastannya semuda ;

Setelah mendengar Tanggapan P ihat Hukum Terdak secara lisan
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa diajuk ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut -
Dakwaan :
Pertama
Primair

Bahwa ia Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah dengan tenaga
bersama sdr Balia (daftar pencarian orang) sdr. Bambang (daftar p ian orang)

pada hari Kamis tanggal 23 Januari sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tdaknya
pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah sakit Harapan
Bunda f. Teuku Umar Gampong Seftx Kecamatan basturrahman Kota Banda Aceh
atau setidak-idaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang b g mengadili perkara ini, dengan
terang-terangan dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan, Terhadap .
orang atau Barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: . |
&

Aoy y ot

(s Aptvmriasanresty ot Joi 1304 100 o 314 - 6" Halarran 2

Dipindai dengan CamScanner

77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id

Bahwa pada han Kamis tanggal 23 Januan 2020 sekira pukul 04.00 Wib
saksi lsmail bin Alm. Suib yang bekerja sebagai Office Boy di rumah sakit Harapan
Bunda Banda Aceh JI T. Umar Gampong Seutut Kec. Baiturrahman Banda Aceh
hendak berstrahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh, setiba
saksi th pos OB saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa

Kemdunan Terdakwa NASRUDDIN Alias St Nas Bm Abdufiah dan teman-

temannya sedang bdur-tiduran di Pos OB lalu saksi Ismail bin Alm. Suib berkata
kepada Terdakwa dengan perkataan "NYAN AWAK KAH EH INAN KIBAN CARA
BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOET (i kalian tidur disity bagaimana cara tidak
ada tempat untuk saya tidur nant: disitu) lalu Terdakwa yang sedang ftidur - tiduran
menawab "PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU SOH SIGOE KAH
EUNTEUK" (Jadi kenapa memang. Kupukul Kau nantl), dan saksi menjawab “KA
POH MEUNYOE KAH NA KREH" (kamu pukul saja kalau kamu ada nyali) sambil
sakst Ismad bin Alm. Sub menyodorkan wajahnya, meihat gerak tubuh saksi
Ismal bin Alm. Suib tersebut Terdakwa langsung bangun dan daul saksi
Ismail bin Alm. Sutb dibagian wajah, Lalu saksi Ismail bin Alm. Suib pun membalas
memukul Terdakwa sehingga terjadiiah perkelahian, Laly keduanya dipisahkan
oleh orang- orang yang ada tempat tersebut. Setelah dipisah, datang Sdr AFTAL
(teman sakst Ismaid bin Alm. Suib ) menank saksi Ismail bin Alm. Suib dan
mengajak saksi lsmadl bin Alm. Suib untuk pergi mencar makan di Peunayong
Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Bahwa kemudian saksi Ismad bin Alm. Sub saudara AFTAL pergi ke
Peunayong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara AFTAL, tidak lama
kemudian keduanya kembali ke Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, tiba
-tha saksi lsmail bin Alm. Suib dipangg? oleh saudara BALIA (1 Terdakwa)
dan saksi Ismail bin Alm. Suib melihat sudah ramai teman-temannya Terdakwa
yang sudah menunggu kedatangan saksi Ismail bin Alm. Suib, lafu saksi Ismail bin
Atm. Suib menghampin sdr BALIA dan Terdakwa langsung memekul saksi lsmaid
bin Alm. Suib dan sdr. Bambang (daftar pencarian orang) dan sdr BALIA (daftar
pencanan orang) ikut memuky dan menendang saksi ismai bin Alm. Suib
sehingga saksi pun berlan untuk menyelamatkan diri ke Pos OB dan setelah
mengamankan dini didalam Pos OB tersebut saksi Ismail bin Aim. Suib mefihat
Terdakwa dan teman-temannya tersebut di tahan oleh saudara FAHRUL agar tdak
masuk ke pekarangan rumah sakit untuk mengejar saksi Ismail bin Alm. Suib.

Bahwa akibat p 1 Terdakwa saksi tsmail bin Alm. Suib mengalami
wkalka sebagmana hast VISUM  ET  REPERTUM Nomor
RIOAVKES 3.1/2020/RS. Bhy tanggal 30 Januan 2020 yang dilakukan oleh RS.
Bh L gk Bahwa korban didapat hka lebam berwama
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kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka lebam berwarna

kemerahan di punggung sebelah kiri.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

170 Ayat (1) KUHP;

Subsidiai

Bahwa ia Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah dengan tenaga
bersama sdr Balia (daftar pencarian orang) sdr. Bambang (daftar pencasian orang)
pada han Kamis tanggal 23 Januari sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah sakit Harapan
Bunda jl. Tevku Umar Gampong Setui Kecamatan baitumahman Kota Banda Aceh
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan
sengaja, melakukan penganiayaan. yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut:

Bahwa pada han Kamis tanggal 23 Januarn 2020 sekira pukul 04.00 Wib
saksi Ismail bin Alm. Suib yang bekerja sebagai Office Boy di rumah sakit Harapan
Bunda Banda Aceh JI. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh
hendak benstirahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh, setiba
saksi di pos OB saksi Ismail bin Alm. Sutb mehhat Terdakwa

Kemduian Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdufiah dan teman-
temannya sedang tidur-tiduran di Pos OB lalu saksi lsmail bin Alm. Suib berkata
kepada Terdakwa dengan perkataan *"NYAN AWAK KAH EH INAN KIBAN CARA
BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOET (itu kakan ndwr distu bagaimana cara tidak
ada tempat untuk saya tdur nant disitu) lalu Terdakwa yang sedang tidur - tiduran
menjawab “PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU SOH SIGOE KAH
EUNTEUK (Jadi kenapa memang, Kupukul Kau nanti), dan saksi menjawab “KA
POH MEUNYOE KAH NA KREH" (kamu pukul saja kalau kamu ada nyali) sambil
saksi ismail bin Alm. Suib menyodorkan wajahnya, mefthat gerak tubuh saksi
Ismail bin Alm. Suib but Terdak langsung bangun dan memulul saksi
Ismail bin Alm. Suib dibagian wajah, Lalu saksi Ismail bin Alm. Suib pun membalas
memukul Terd sehingga dilah perkelahian, Laiu keduanya dipisahkan
oleh orang- orang yang ada tempat tersebx dipisah, datang Sdr AFTAL
(teman saksi Ismail bin Alm. Suib ) menarik saksi Ismail bin Am. Suib dan
mengajak saksi lsmail bin Alm. Suib untuk pergi mencari makan di Peunayong
Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Bahwa kemudian saksi Ismail bin Alm. Suib saudara AFTAL pergi ke

y da motor milk saudara AFTAL, tidak lama

Peunayong dengan menggus D
Kkemudian keduanya kembali ke h Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, tiha |
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-tiba saksi Ismail bin Alm. Suib dipanggil oleh saudara BALIA (teman Terdakwa)
dan saksi Ismail bin Alm. Suib melihat sudah ramai teman-temannya Terdakwa
yang sudah menunggu kedatangan saksi Ismail bin Aim. Suib, lalu saksi Ismail bin
Alm_ Suib menghampin saudara BALJA dan Terdakwa langsung memuiad saksi
Ismail bin Alm. Suib dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal yang ikut
memukul dan menendang saksi Ismail bin Alm. Suib sehingga saksi pun berlan
untuk menyelamatkan diri ke Pos OB dan setelah mengamankan diri didalam Pos
OB tersebut saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa dan teman-temannya
tersebut di tahan oleh saudara FAHRUL agar tidak masuk ke pekarangan rumah
sakit untuk mengejar saksi Ismail bin Alm. Suib.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ismail bin Alm. Suib mengalami
luka-uka sebagimana hasi VISUM ET REPERTUM  Nomor
RI/OA/I/KES 3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan oleh RS.
Bhayangkara menerangkan Bahwa korban didapat juka lebam berwama
¥ han di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka lebam berwama
kemerahan di punggung sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
351 ayat (1) KUHP.

Dan
Kedua

Bahwa ia Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah dengan tenaga
bersama sdr Balia (daftar pencarian orang) sdr. Bambang (dahar pencarian orang)
pada hari Kamss tanggal 23 Januan sekra pukul 02.00 Wib, atau setdak-tidaknya
pada waktu-wakiu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah sakit Harapan
Bunda ji. Teuku Umar Gampong Setui Kecamatan baiturrahman Kota Banda Aceh

asau sevdak-tdaknya di p yang mash termasuk dalam daerah
Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Dengan gaja dan Mel. hukum,

ghancurt bikin tak dapat di pakai atau menghilangkan
barang sesuals yang seluruhnya atau sebagian mifk orang lain, perbuatan

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada han Kamis tanggal 23 Jamsari 2020 sekira pukul 04.00 Wib
Bunda Banda Aceh JI. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh
hendak berstrahat di Pos OB numeh sakit Harapan Bunda Banda Aceh, setiba
saksi di pos OB saksi Ismail bin Aim. Suib melihat Terd: b beb
teman Terdakwa sudah ggu saksi korban tsmail bm Alm. Suib,

Kemudian Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah dan teman-
temannya sedang tidur-tiduran di Pos OB lalu saksi Ismail bin Alm. Suib berkata

msmmmmmu‘ '
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kepada Terdakwa dengan perkataan *NYAN AWAK KAH EH INAN KIBAN CARA
BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOE! (itu kalian tidur disitu bagaimana cara tidak
ada tempat untuk saya tidur nanti disitu) lalu Terdakwa yang sedang tdur - tduran
menjawab “PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU SOH SIGOE KAH
EUNTEUK!" (Jadi kenapa memang, Kupukul Kau nanti), dan saksi menjawab “KA
POH MEUNYOE KAH NA KREH™ (kamu pukul saja kafau kamu ada nyaii) sambil
saksi lsmail bin Aim. Suib menyodorkan wajahnya, mekhat gerak tubuh saksi
Ismail bin Alm. Suib tersebut Terdakwa langsung bangun dan memuku! saksi
memukul Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian, Lalu keduanya dipisahkan
oleh orang- orang yang ada tempat tersebut. Setelah dipisah, datang Sdr AFTAL
(teman saksi lsmail bin Alm. Suib ) menark saksi isma bin Am. Suib dan
mengajak saksi Ismail bin Alm. Suib unwk pergi mencan makan di Peunayong
Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Bahwa kemudian saksi Ismail bin Alm. Sub saudara AFTAL pergi ke
Peunayong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara AFTAL. Setelah
saksi korban pergs lalu Terdalowa NASRUDDIN Alias St Nas Bin Abdufiah melihat
sepeda motor merk Yamaha 14D Soul Tahun 2011 wama merah hitam No. Polisi
BL 4185 LAG milik saksi korban terparkir di samping Pos OB Laiu Terdakwa
merubek tempat duduk seped amotor tersebut, mecabut plat No. Polsi kendaraan
dan mengempeskan ban depan dan belakang sepeda motor milk korban. Akibat

perbuatan Terdakwa saksi korban kerugian sebebar Rp. 800.000
(delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
406 ayat (1) KUHP. {

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntt Urmnum tersetwt Terdakwa
menyatakan telah gerti dan Terdak yatakan tidak akan mengajukan
keberatan atau eksepsi ; .

Menimbang. batwa untuk ikbkan dalky ya Per Umum

1. Saksi ISMAIL Bin Am. SUIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut -

- Bahwa saksi mengetahui diadirkan ke persidangan sehubungan dengan
masalah pengamayaan ; )

- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut benmula pada hari Kamis
tanggal 23 Januan 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi yang bekerja sebagai
mmdmﬂd&mmmm:.tmw .
Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh hendak betistrahat di tempat saksi <

an s Halaman 6 can 20 Puazsan Nomor 140Pd B202PN B
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beristirahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh, setiba
saksi di pos OB yang saksi maksud, saksi melihat saudara -

Bahwa NAS (Panggilan) dan teman-temannya sedang tidur-tiduran lebih
duly diPos OB tempat saksi biasa benstirahat, lalu saksi berkata kepada
saudara Pelaku dengan perkataan “NYAN AWAK KAH EH INAN KIBAN
CARA BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOE" (w kahan tdur disitu
bagaimana cara tidak ada tempat untuk saya tidur nanti disitu) lalu pelaku
yang sedang tidur - tiduran menjawab “PAKON TEUMA PEU URUSAN
KAH, NYOE KU SOH SIGOE KAH EUNTEUKT (Jadi kenapa memang,
Kupukul Kau nanti), dan saksi menjawab "KA POH MEUNYOE KAH NA
KREH" (kamu pukul saja kalau kamu ada nyaii) sambil saksi menyodorkan
vagzh saksi seolah untuk dapat dipuku! oleh Pelaku. mefhat gerak tubuh
saksi tersebut banguniah Pelaku dan memukul saksi dibagian wajah, karena
terjadilah perkelahian, orang- orang yang ada disekitaran yang melihat
perkelahian tersebut isah dan melerai i

per
Bahwa setelah dipisah, datang teman saksi saudara AFTAL menarik saksi
danmengajaksalsiunmkpefgimenwrimakandPeunaymgKec Kuta
Alam Banda Aceh, agar tidak terjadi lagt hal serupa jika saksi masih berada

& tempat tersebut, maka pergilah saksi dengar ok AFTAL ke
Peunayong dengan menggunakan sep motor milik saudara AFTAL, tidak
lama setelah sefesai mencarn makan dan k ke 1ah Saka f

saksi ketahui adalah teman satu tempat tinggal Pelaku, disitu saksi melihat
WWWMMMWWW
saksi;

Ba}makelilmsaksimenghampnﬁsmdamBALlAlangsmgsajaPelalm
mmumsaisidanbeberapaaanglahvyayangmakys‘kenalyangiu
memmmldanmeneruangsaksisetinggasﬁsipunbeﬂarium
menyelamatkan din ke Pos OB dan mengamankan diri didalam Pos
OBtersebtnsal@nleMmsmxia:awG(Panm‘lan)thnlemamlenwm
letsebutdilahanolehsal.lda:aFAHRULagalﬂdakmasukkepekarangan
mmmmsﬂdmmp&mmm-

ya Pelaku but tidak lagi gejar dan memukul saksi.
Menmmbang, bahwa terhadap k
rdan k rk S

gan saksi but T tidak

ya S
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2. Saksi FAHRUL RAZI Bin ABDULLAH HASBI, keterangan saksi dalam Berita
Acara Penyidikan kepohisian dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan,
pada pokoknya menerangkan sebagai benkut :

- Bahwa sepengetabuan saksi sejumiah orang lersebut adalah teman -
temannya dari Saudara BALIA (Panggilan) & Saudara BEMBENG
(Panggilan) tetapi saksi tidak kenal dengan orang tersebut yang saks: fhat
bendak masuk kedalam rumah sakit harapan bunda banda aceh, bertujuan
mengejar seseorang yang lari ke arah dalam rumah sakit yang saksi ketahui
adalah saudara ISMAIL sehingga saksi pun menghalau ke tiga orang
tersebut untuk tidak masuk kedalam rumah sakit.

Bahwa yang Saksi ihat ada berumiah 3 (tiga) Orang yang mengejar korban

- Bahwa Saks: tdak kenal dengan ketga orang tersebut, namun yang saksi

tahu ketiga orang tersebut sering bersama dan teman dari saudara BALIA

(Panggilan) dan saudara BEMBENG (Panggian).

Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) sepeda motor  Yamaha Mio Soul

Wama Merah Hitam BL 4185 LAG milik korban telah dirusak, dan cara saksi

mengetahur pengrusaka ut kavena sepeda motor malk sakst, saksi

parh pingan deng peda motor milik korban dan ketika saksi
hendak mengambil sepeda motor milik saksi terfihatiah oleh saksi sepeda
motor milik korban sudah dwusak;

A g, bahwa terhadap gan saksi yang dibacakan Penuntut
Umum tersebut Terdakwa tdak keb dan me ya
3. Saksi RAUDATUL AFTAL BIN NABHANI, dib h wpah pada krvy
menerangkan sebagai benkut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Penganiayaan tersebut terjath pada hari
Kamss tanggal 23 Januan 2020 sekira pukul 04.30 Wib di Pos OB rumah
sakit Harapan Bunda Banda Aceh JI. T. Umar Gampong Seutui Kec.

Baiturrahman Banda Aceh.
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan adalah saudara ISMAIL dan
yang melakuk ganiay hadap saudara ISMAIL adalah saudara

SI NAS (Panggsan), Urmur 30 Tahun, Pekefjaan : Tukang Parkir, Alamat -
Gang Kennci Gampong Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh.

- Bahwa kronologis kej penganiayaan terhadap saudara ISMAIL terjadi
ketika x 1SMAn ‘,“‘GP(SOBI\MSMHHW
Bunda Banda Aceh yang mana saya ada berusaha melerai saudara ISMAIL
dan saudara NAS yang sedang berketahi, dan oleh saya sendn membawa
pergi sauda@ ISMAIL ke Peunayong untuk beli makan dengan harapan
agar tidak terjadi keributan lagi di Sakit H: Bunda Banda Aceh
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antara saudara ISMAIL dan Terdakwa SI NAS , sekembalinya Saksi dan
saudara ISMAIL dan Peunayong dari area parkir mobil Rs. Harapan Bunda
Banda Aceh saya melihat ada saudara BALIA yang memanggil saudara
ISMAIL yang sedang saya bonceng bersama saya dan saya sendn
selanjutnya masuk untuk memarkirkan sepeda motor saya, namun tiba-tiba
saja saya sudah melhat saudara ISMAIL dikeroyok oleh Terdakwa dan
teman- teman Terdakwa yang sudah terlebih dahulu menunggu kedatangan
saudara ISMAIL, melihat saudara ISMAIL dikeroyok Saksi;

- Bahwa selanjutlya masuk ke Pos OB dan memberitahukan kepada saudara
FAHRUL yang sedang berada didalam pos but bahwa saudara ISMAIL
sedang dikeroyok dan Lalu saudara FAHRUL keluar dari pos dan
menghalangi teman -teman saudara NAS yang benusaha masuk ke rumah
sakit untuk mengejar saudara ISMAIL;

M g, balwa terhadap k gan saksi tersebut Terdakwa tdak
keb dan b ya

4.Saksi BALIA Bin MUKTAR ZAINAL, dibawah h pada pokokny
menerangkan sebagai berikut :

sekira pukul 03.30 wib, awalnya saksi berada di rumah kost bersama
saudara BAMBANG, Lalu datang saudara NASRUDDIN dengan keadaan
hidung juarkan darah, k dian salsi yakan ada kejadi

apa, sehingga hidung nya mengeluarkan darah. Lalu saudara NASRUDDIN
menjawab bahwa terjadi perkelahian dengan korban Ismaid. {

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mengajak saudara NASRUDDIN untuk
mencari korban di rumah sakit . lalu saksi, saudara NASRUDDIN serta
saudara BAMBANG mencan korban lsmail di pasioran RS Harapan Bunda
tepatnya di depan Pos OB (Office Boy), tidak lama kemudian saya melihat
korban tsmail baru pulang bersama saudara AFTAR, falu saksi memanggil
korban Ismail dan yakan bagai kejadian bagas kamu bisa
ribut sama saudara NASRUDDIN dan sebelum korban menjawab tiba-tiba
saudara NASRUDDIN datang dan belakang saya dan memukul korban

PSR, W I R
1 (satu) kali dan kemudian korbanlar ke pos OB dan dikejar oleh
saudara NASRUDDIN. v
- Bahwa sedangkan saksi tetap berdir di tempat semula dan saksi juga tidak :
mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
jmbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak 4. b

3 ({.
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Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke persidangan sehubungan
dengan masalah pemukulan;
Bahwa Terdakwa ditangkap pada harn selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira
pukul 23.00 Wib di depan Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh J. T.
Umar Gampong Seutui Kec. Baitumahman Banda Aceh, dan yang
melakukan penangkapan adalah anggota polisi berpakaian preman
mengaku dari Kantor Poiisi Polresta Banda Aceh.
Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan penganiayaan pada hari Kamis
tanggal 23 Januan 2020 sekira pukul 04.45 Wib di Tempat Parkir Mobil
Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh Ji. T. Umar Gampong Seutui Kec.
Baiturrahman Banda Aceh.
Bahwa Korban penganiayaan tersebut adalah saudara ISMAIL, Umur 30
Tahun, Pekerjaan : Office Boy RS. Harapan Bunda Banda Aceh, Alamat :
Gampong Meunasah Papeun Kec. Krueng Barona Jaya Aceh Besar, dan
cara saya mengamaya korban dengan memudad korbas ismail beberapa kali
dibagian wajah yaitu di bagian wajah korban dengan menggunakan tangan
dan memukul bagian punggung korban dengan menggunakan tangan yang
tergepal.
Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara ISMAIL hanya sebatas teman
yang sama - sama bekerja di rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh,
saudara ISMAIL bekerja sebagai Office Boy sedangkan Terdakwa Juru
Parkir dirumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh.
Bahwa Sebab Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap sandara ISMAIL
karena pada sebelumnya ada keributan antara Terdakwa dan saudara
ISMAIL di Pos OB Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh sehingga
d ISMAIL T kul Tersangka, oleh sehab W saya melakukan
pembalasan dengan menganiaya saudara ISMAIL;
Bahwa Terdakwa bdak ada dibantu oleh orang lain dan menggunakan alat
bantu ketika melakukan penganiayaan terhadap korban.
Bahwa adapun cara Terdakwa merusak sepeda motor milik korban adalah
dengan cara Tempat duduk sepeda motor korban Terdakwa robek dan busa
tempat duduk sepeda motor saya buang dengan menggunakan tangan
tersangka, Plat depan nomor polisi sepeda motor Terdakwa tarik hingga
copot, ban depan dan belakang sepeda motor korban Terdalwa
kempeskan; A
Bahwa Terdakwa sebelumnya betum permah difukum ;

N
Y . g
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada

Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya

akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut |

Menimbang, bahwm berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa

dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Balwa Terdakwa mengert sebabnya diajukan ke persidangan sehubungan

o Ll
1 1p

)

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira
pukut 23.00 Wid di depan Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceb JL T.
Umar Gampong Seutui Kec. Baiturahman Banda Aceh, dan yang
melakukan penangkapan adalah anggota polisi berpakaian preman
mengaku dari Kantor Pokist Polresta Banda Aceh.
Bahwa Terdakwa melakukan penganiay penganiay pada hari Kamis
!m\ggalBJmmanmmmN.&SWmdiTmmm
Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh JI. T. Umar Gampong Seutui Kec.
Baiturrahman Banda Aceh.
Balwa Korban penganiayaan tersebut adalah saudara ISMAIL, Usmr 30
Tahun, Pekerjaan : Office Boy RS. Harapan Bunda Banda Aceh, Alamat :
Gampong Meunasah Papeun Kec. Krueng Barona Jaya Aceh Besar, dan
cara saya menganiaya korban dengan memukul korbas tsmai beberapa kali
dibagian wajah yaitu di bagian wajah korban dengan menggunakan tangan
dan memukul bagian punggung korban dengan menggunak gan yang
tergepal.
Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara ISMAIL hanya sebatas teman
yang sama - sama bekerja & rumah sakit Harapan Bunda Basda Aceh,

dara ISMAIL bekerj bagai Office Boy sedangkan Terdakwa Juru
Parkir dirumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh.
Bahwa Sebab Terdal kukan penganiyaan terhadap saudara ISMAIL
karena pada sebelumnya ada keributan antara Terdakwa dan saudara
ISMAIL i Pos OB Rumah Sakt Harapan Bunda Banda Aceh sehingga
saudara ISMAIL memukid Tersangka, oleh sebab itu saya metakukan
pembalasan deng: ganiay dara ISMAIL;
Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lam dan menggunakan alat
bantu ketika melakukan penganiayaan terhadap korban.

apun cara 1sak sepeda motor milik korban adalah

dengan cara Tempat duduk da motor T robek dan busa
tempat duduk sepeda motor saya buang dengan menggunak g
tersangka, Plal depan nomor pofisi sepeda motor Terdakwa tark hingga

&
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copot, ban depan dan belakang sepeda motor korban Terdakwa

kempeskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasaskan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa ofeh Penuntut Umum dengan
dakwaan Kumulatif Kombinasi, yakni Pertama Primair melanggar Pasal 170 ayat
(1) KUHPidana Pertama Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan

kedua melanggar Pasal 406 KUHPidana;
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam

bentuk Kumulatif Kombinasi sehingga Majelis Hakim akan memperumbangkan
dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni Terdakwa
didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana
yang unsur-unsumya adalah sebagai berilast
1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan gan ag 1

Terhadap orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebul Majefis Hakim
imbang} bagai berikut :

M Y e

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur g Ssiapa’
menunjukkan subjek hukum (natuurijk p 1) kepad g secara pribadi
atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan
perbuatannya secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan

dakwraan ke persidangan dan menuntut orang yang Y
AimSuNasBmAbduﬂahsebagamanayamlemmudalamsmatdakwaan

P Umum, identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut
Umnum tersebut telah dibenarkan oleh Terdalwa dan saksi-saksi |

Menimbang, bahwa sel. p ik atas din Terdakwa, Majelis Hakim
tdak mer b ya alasan p f ‘dan alasan pembenar umniuk tidak

dip jakwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di
pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur
“barangsiapa” telah dapat terbukti sah dan meyali terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengas lerzngv dan dengan tenaga b
kekerasan, Terhadap orang atau Barang;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakla-fakia yang terungkap dipersidangan
yakni keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke
persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januan 2020 sekira pukul 04.00
wWib saksi lsmai!binNmSuibyan;bemjaselBgaioﬁceBayansakn
Harapan Bunda Banda Aceh Ji. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman
Banda Aceh hendak beristirahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda
Aceh, setiba saksi di pos OB saksi Ismail bin Alm. Suib mefihat Terdakwa

Menimbang, bahwa Kemduian Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin

Abdullah dan teman-emannya sedang tidur-tiduran di Pos OB lalu saksi Ismail bin
Alm. Suib berkata kepada Terdakwa dengan perkataan “NYAN AWAK KAH EH
INAN KIBAN CARA BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOE! (itu kafian tidur disitu
hagaimana cara tidak ada tempat untuk saya tidur nantf disity) laly Terdakwa yang
sedang tidur - tiduran menjawab *PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU
SOH SIGOE KAH EUNTEUKT (Jadi kenapa memang, Kupukul Kau nant), dan
saksi menjawab "KA POH MEUNYOE KAH NA KREH" (kamu pukul saja kalau
kamu ada nyali) sambil saksi Ismail bin Alm. Suib menyodorkan wajahnya, melihat
gerak tubuh saksi ismad bin Alm. Suid tersebut Terdakwa langsung bangun dan
memukul saksi Ismail bin Alm. Suib dibagian wajah, Lalu saksi Ismail bin Alm. Suib
pun fas r 1 Terdakwa sehingga terjadilah p ian, Lalu keduanya
dipisahkan oleh orang- orang yang ada pat tersebut. dips datang
Sds AFTAL (teman saksi Ismail bin Alm. Suib ) menarik saksi Ismail bin Alm. Suib
dan mengajak saksi Ismail bin Alm. Suib untuk pergi mencari makan di Peunayong
Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Menimbang, bahwa k dian saksi Ismail bin Alm. Suib saudara AFTAL
pergi ke ¥ yong dengan mengg peda motor miik saudara AFTAL,
tidak lama ian keduanya kembali ke Rumah Sakit Harapan Bunda Banda
Aceh, tiba -tiba saksi Ismail bin Alm. Suib dipanggil oleh saudara BALIA (teman
Terdakwa) dan saksi lsmail bin Alm. Suib melihat sudah ramai teman-temannya
Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan saksi Ismail bin Alm. Suib, lalu saksi
ismail bin Alm. Suib menghampiri sdr BALIA dan tangsung skt
saksi Ismail bin Aim. Suib dan sdr. Bambang _(daftar pencarian orang) dan sdr
BALIA (daftar pencarian orang) ikut memukul dan menendang saksi Ismail bin
Am. Suib sehingga saksi pun berlan untuk menyelamatkan din ke Pos OB dan
setelah mengamankan diri didalam Pos OB tersebut saksi Ismail bin Alm. Suib
mefihat dan teman Y but di tahan oleh saudara FAHRUL
agar tidak masuk ke pekarangan rumah salit untuk mengejar saksi lsmail bin Alm_
Suib.

o
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Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ismail bin Alm. Suib
mengalami luka-luka sebagimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor :
RIVANKES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan oleh RS.
Bhayanglara menerangkan Balwa korban didapat lika lebam berwama
kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka lebam berwarna
kemerahan d punggung sebelah ki,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
menurut Majelis Hakim, unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga
bersama, melakukan kekerasan, Terhadap orang atau Barang™ tidak terpenuhi
menurut hulum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak

pidana sebagai dak F Primair Penuntut Umum maka selanjutnya
jelis hakim pertimbangkan dal P Subsidair Penuntut Umum

yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana yang unsur dadah gai berik

1. Barangsiapa ;

2. Melakukan Penganiayaan ;

imbang bagai berikut :
Ad. 1. Unsur Barangsiapa ; b
Menimbang, bahwa yang dimaksid dengan unsur “barang siapa” adalah
menunjukkan subjek hukum ( rlijk p ) kepad: seseorangsemrapnbadi
atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan

perbuatannya secara hukum pidana ; !
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan
ke ¥k dan orang yang b ma Terdak

Akas Si Nas Bin Abdullah sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan
Penuntut Umum, dimanabdem’nasymgtenemdalam surat dakwaan Penuntut

Umum but tefah dibenarkan oleh dan saksi-saksi ;
g, bahwa sel pemevilsmﬁasdiriTe«dﬂm,Majefsi-uim
vdak m i danya alasan pemaal dan alasan pembenar untuk tidak

dipidananya Terdakwa oleh karena it atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di
pertanggungjawabkan secara hukvm pidana sehingga karenanya unsur {
“barangsiapa” telah dapat terbukal secasa sah dan meyakinkan terpenuhi ; ‘_. >
Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ; ~nN"
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan™ maksudnya
adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau
luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
yakni keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke
persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 04.00
Wib saksi Ismail bin Alm. Suib yang bekerja sebagai Office Boy di rumah sakit

Harapan Bunda Banda Aceh JI. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman
Banda Aceh hendak beristirahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda
Aceh, setiba saksi di pos OB saksi Ismail bin Alm. Suib mefihat Terdakwa

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa NASRUDDIN Afias Si Nas Bin
Abdullah dan teman-temannya sedang tidur-tiduran di Pas OB [alu saksi Ismail bin
Alm. Suib bert kepad dakwa dengan perkataan “NYAN AWAK KAH EH
INAN KIBAN CARA BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOET (itu kafian tidur disitu
bagaimana cara tidak ada tempat untuk saya tidur nanti disitu) laju Terdakwa yang
sedang tidur - iduran menjawab “PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU
SOH SIGOE KAH EUNTEUK! (Jadi kenapa memang, Kupukul Kau nant)), dan
saksi menjawab “KA POH MEUNYOE KAH NA KREH" (kamu pukul saja kalau
kamu ada nyali) sambil saksi Ismail bin Alm. Suib menyodorkan wajahnya, mefihat

gerak tuhuh salesi Ismail bin Alm. Suib Terdakve langsung bangun dan
memukul sakst Ismail bin Alm. Suib dibagian wajah, Lalu saksi Ismail bin Alm. Suib
pun skl sehingga terjadilah p ian, Laju ked:

dipisahkan oleh orang- orang yang ada tempat tersebut. Setelah dipisah, datang
Sdr AFTAL (teman saksi Ismail bin Alm. Suib ) menarik saksi Ismail bin Alm. Suib
dan mengajak saksi Ismai bin Alm. Suib untuk pergi mencar makan di Peunayong
Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

imbang, bahwa ian saksi Ismail bin Alm. Suib saudara AFTAL
pergi ke Peunayong gan menggunak peda motos miik saudara AFTAL,
tidak lama | di ya kembali ke Rumah Sakit Harapan Bunda Banda

Aceh, tiba -Uba saksi fsmail bin Alm. Suib dipanggil oleh saudara BALIA (teman
Terdakwa) dan saksi Ismail bin Aim. Suib melihal sudah ramai teman-temannya
Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan saksi Ismail bin Alm. Suib, lalu saksi
tsmail bin Alm. Sub menghampiri saudara BALIA dan Terdakwa langsung
kenal yang ikut memukul dan menendang saksi Ismail bin Alm. Suib sehingga
saksi pun berlan untuk menyelamatkan diri ke Pos OB dan setelah mengamankan
diri didalam Pos OB tersebut saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa dan
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teman-temannya tersebut di tahan oleh saudara FAHRUL agar tidak masuk ke
pekarangan rumah sakit untuk mengejar saksi Ismail bin Alm. Suib.

Menmmbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ismail bin Aim. Suib
mengalami  lukaduka sebagimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor :
RI04/I/KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan oleh RS.
Bhiayangkara menerangkan Bahwa koban didapat luka lebam berwama
kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka lebam berwama
kemerahan di punggung sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan periimbangan tersebut o atas maka
menurut Majelis Hakim, unsur “Melakukan Penganiayaan™ telah terpenuhi
menurut hukum ;

Menimbang, batwa oleh karena seluruh unsur dar rumusan Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana dalam dak P bsidair Penuntut Umum telah
terpenuiy, maka Majelis Halim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakink b tindak pid: “Penganiayaan”
bagai dalam dak 1 P bsidair Penuntut Umum Penuntut
Usmum,

Menimbang. bahwa selanjutnya maj hakim perti gkan
dak kedua P Umum yakm Terdak did: tindak

prdana dan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsumya adalah
sebagai berikut :

1. Basangsiapa |

2. Dengan sengaja dan hukum, ghancurkan, men membikin
tak dapat di pakai atau ghilangkan b. q yang seluruhnya atau
sebagian milik orang lain;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ; ’

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah
menunjukkan subjek hukum ( ik 1 ) kepada g secara pribadi
atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan
perbuatannya secara hukum pidana | .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan

ke persidang dan oang yang bemama Terdakea
NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah sebagas yang dalam surat

F Umum, ) yang tenera dalam surat dakwaan
Penuntut Umum tersebut telsh ditx oleh dan saksi-saksi ;

é

€ 3
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